RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029

DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024
lentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan
Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura,
dan Perkebunan Kabupaten Bogor menyusun dokumen Rencana Strategs tahun
2025-2029 sebagai perwujudan  kewajiban untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalaom mencapm
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen Rencana Strategs tahun 2025-2029 i merupukan bentuk
pertanggungiawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegintan, dan sub
kegiatun yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (REJIMD) tahun 2025-2029. Dokumen ini
menyajikan target dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, den
Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dan analisisnya. Walaupun masih
banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, kami berharap dokumen ini
dapat digunakan sebagar bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara
berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan
dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.
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BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGEKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengirigat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,,

¢ 8. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus
ditindaklanjutl dengan menetapkan Peraturan Kepala Dacrah
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinst/ Kabupaten/Kota paling lambat 1 {satu) bulan setelah
penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

. bahwa bherdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Rencann Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentarig Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...



3.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kall diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Uttdang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa
kuli diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Unidang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturin Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S$636)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 6Y87),

. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bogor di Provinsi Jawa Baratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

B, Perdturan ...
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Peraturan Pemerintgh Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rericana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambehan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilaysh Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 5887) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas:
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Reviu atas Rencand Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita
Negara Republik Indonesja Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

. Pernturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahud 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomar 262],

Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dacrah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perdturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedun atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Duerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 128),

. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Dacrah Kabupaten Bogor Tahun
2024 Nomor 2, Tambshan lLembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 129},

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

8.

2.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adaiah
daerah Kabupaten Bogor.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggare  Pemerintahan Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

. Bupati adalah Bupat: Bogor.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Baogor,

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
beserta nomenklatur perubahannya dalam hal tegadi
perubahan kebijakan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  dan
Pengembangan Daerah yang sclanjutnya disebut Badan
adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah
bidang perencanaan Daerah.

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah vang sclanjutnya disebut Kepala
Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan
Dacrah.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang discbut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebaga) unsur
penyelenggara pemernintahan dcsa;

. Rencana Pembangunan Jangks Menengah Nasional Tahun

2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampal dengan
Tahun 2029.

10. Rencana ...
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10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjuinya disebut RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025
sampai dengan tahun 2045,

11. Rencana Pembangunan Daerah yvang selanjutnya disingkat
RPD adalaki dokumen perencanaan pembangunan Rabupaten
Bogor untuk peripde 3 (tiga) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPIMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
kepala Daerah.

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya  discbut  Renstra  PD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang stlanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renia PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1
{satu) tahun.

16, Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang herisi 1
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kera
PD atsu masyarakat vang dikoordinasikan oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai sasatan dan tujuan pembangunan
Daerah.

17.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
| (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdin
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologli, dana, alau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran
dalam bentuk barang/jasa.

18.Sub Kegiatan adulah bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan Daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

19. Sistem ...
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19.Sistern Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya

disingkat SIPD addlah pengelolaan informasi pembangunan
Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi
pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

20.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan

21

Presiden sebagal program yang memiliki silat strategis secara
nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan
keamanan dalam rangka meningkatkan kesgjahteraan
masyarakat,

Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem  yang

digunakan untuk pengelolaan data dan  informasi
perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil
pembangunan Dacrah.

22.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjungan antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapal
di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat,

23.1su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau  dikedepankan dalam perencaraan pembangunan
Dacrah karena dampaknva yang signifikan bagi Dacrah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di masa ylng akan datang.

24 Kebijakian Daerah adalah arah/tindakan yang diambil olch

Daerah untuk mencapai tujuan.

25.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah
untuk mencapal sasaran.

26.Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau

agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan
dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapal
sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program
pembangunan Daerah tahunan.

BAB 1T ...



BAB Il

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun wakt tahun
2025 sampai dengan tahun 2030,

b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari
RPJMD tahun 2025-2029; dan

c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan
Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun
2026-2030,

BAB Il

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistemnatika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB 1
BAB 11

BAB 111

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN
. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

» TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBLJAKAN

DAN STRATEGI

. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

. PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran | sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini,

BAB IV ...



BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan strategis PD.

{2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan
atau sebutan lainnya.

(3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi
terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan
perencanadn strategis PD.

|4) Kepala PD  menyampaikan  hasil  tindak  lanjut

perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau scbutan
lainnva.

15) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan
supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode
pelaporan.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 6

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD,

(2] Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan scsual
periode pelaporan.

(3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan RPJMD,

(4) Kepala PD  menvampaikan  hasil  tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada
Bupati melalui Kepala Badan.

BABV ..
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BABV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH
Pasal 7

(1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada
RPJMD dan RKPD.

(2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan
Renstra PD.

(3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis
terhadap tahapan penyusunan perubahan Reénstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratiran Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogar.
Ditetapkan di Cibinong
~, pada tanggal 17 Septenber 2023

Diundnngkan di Cibinong
f90gpal 17 September 2025
48 DAERAH KABUPATEN BOGOR,



1.1

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR  : 34 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN TAHUN 2025-2029

BAB|
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun
vang memual tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan
pembangunan sesuai dengun tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan vang disusun dengan berpedoman pada
Rencang Pembangunan Jangka Menengah Daecrah Kabupaten Bogor

. Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025,

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

(1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;

(2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;

(3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 scsuai
hasil konsultasi publik RPJIMD;

(#) Penyusunan Rancangan Renstra PD;

(51 Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;

(b) Verifikasi Rancangan Renstra PD;

(7)1 Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;

(8] Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan
Akhir Renstra Tahun 2025-2029;

(9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;

(10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029,



Sclanjutnya, Renstra Dinas Tapaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025
serta Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun
2026 sampni dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan
perangkat dacrah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan
dapal terwujud.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanadn
untuk periode lima tahun vang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan
dan subkegiatan pembangundn sesuni dengan tugas dan [ungsi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang disusun dengan
berpedoman pada Repcana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yvang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025,

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Tahun 2025.2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyvusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan :

(1} Persiapan penyvusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;

(2] Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal} Renstra PD Tahun 2025-2029;

(3] Penyesuaian Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029
sesuni hasil konsultasi publik RPIMD:

(%) Penyusunan Rancangan Renstra PD;

|3)  Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;

(6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;

(7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;

(8] Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah [APIP] terhadap Rankhir
Renstra Tahun 2025-2029;

(%) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;

(10} Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029,

Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan menjadi pedoman dalam penyusunan Pertibahan Rencana Kerja
[Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025 serta
Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2026
sampal dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencansan daerah dan
perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat
terwujud.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tuhun
2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk
periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arsh kebijakan,
program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinns Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang disusun

e e e
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dengan berpedoman pada RPIMD Kabupaten Hogor Tahun 2025-2029.
Adanya tata cara penvusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025-
2029 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negert Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029. Dengan diterbitkannya Inmendagri ini,
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memedomani aturan ini
untuk menyusun dokumen RPIMD dan renstra, terutama pada
substansi kinerja daerah vang harus didukung secara penuh olch Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Selanjuinya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tahun 2025-2029 akan dipedomani dalam penvusunan Renja
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan hingga tahun 2029,
Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasardan Dinas
Tanaman  Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam  mendukung
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2029,

Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanasn
daerah dan perangkat daerah vang terfuang dalam selurubh dokumen

perencanaan. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan ditunjukkan
pada Gambar 1.

SINERGI DOKUMEN PERENCANAAN

sty Fashiin Pyvisdicciisnan Pembsergguman fleneliowin oo I v ttibaanagee . [hiwernale

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
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D1 samping itu, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku
mutatis mutandis, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Dinss Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun
2025-2029 disusun berdasarkan substans: kebijakan, program maupun
indikator kinerja kKunci daerah dalam RPIMD Tahun 2025-2029, Hal mnd
merupakan pedoman dalam perencanaan serta pencapaiin largel Kinerna
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai tugas pokok
dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam
mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang berdasarkan kewenangan
urusan pilihan pada idang pertanian.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landssan hukum Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Tahun 20252029 mengikuti dasar hukum Penyusunan RPIJMD

Kahbupaten Bogor Tahun 2025-2029, vaitu :

1. Pasal I8 avat (6) Undang-Undidng Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), scbagaimana telah
diubih  Dengan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 2851};

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Pl

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e —————————————————————————————
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6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanann
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penvuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

9, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 1entang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomar 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10, Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234y;

11, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomior 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesin Nomor 5587)
scbagaimana  telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang:
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

_—— -
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14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ABo1);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Waliketa Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S898);

16, Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemernntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6757);

L. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2029 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomor 6987);

19. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di
ProvinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 288, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomaor
7039);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahian Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4815);

22, Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 (entang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksananan  Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagmimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeoer 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3);

26, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintalhh Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan lLembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 5717);

27. Peraturan Pemenntah  Nomor 18  Tahun 2016 tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesin Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negarn  Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomaor
6042}

e —
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29, Peraturan Pemenmtah Nomor |7 Tahun 2017 tentang Sinkromsasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

30. Peraturan Pemermtah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

a1, Pernturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61738);

32, Persturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
[Lembaran Negara  Republik  Indonesin Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

33. Peraturan Pemerinitah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322}

34, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggarnan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penatoan Ruang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan
Cianjur;

37. Peraturan  Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

38, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

39, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomaor 112);

S ————————  ——————————————————
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40. Peraturan  Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang  Reéncana
Pembangunan Jangka Menengah Nasionial Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negira Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

41. Peraturan Menten Pertdanian Republik Indonesia Namor
40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan
Pemenntahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

42, Peraturan Menter Pertanian Republik Indonesia  Nomor
43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas
dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

43, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentansg
Pelaksanaan Peraturan Pemerintalh Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanann Rencana Pembangunan Daerih (Berita Negars Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomaor 517);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tama Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1854);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilsyah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 lentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 459);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas
Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daecrah dan  Rencana
Strategis Perangkat Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Tahun 461);
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49. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik  indobesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

50. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daeraly;

51, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraluran Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 19 Tahun 2020 tentang

n
b

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

53, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Norhor 910);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 202) tentang
Pererapan  Standar Pelayanan Minimal (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

A5, Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 900,1.15,5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomaor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaon
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengidh Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahut 2009 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Daerah  Provinsi Jawa  Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.
Tambahan Lembaran Daerah Nomar 64);

58. Peraturan Daernh Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
[Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

T ——————————————
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tabun 20249 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Tahun 2025 2045
{Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang
Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 1entang Pemerintahan Daerah dalam Pelayvanan Publik;

Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembédran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembamn Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 95);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dac¢rah (Leribaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peruturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 lentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomer 2, Tambahan Lembardan Dacrah
Kabupaten Bogor Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1| Tahun 2024 fentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor |, Tambihan
Lembaran Daecrah Kabupaten Bogor Nomor | 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tuhun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Kencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentarg Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan
Teknologi dan  Peredaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
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67, Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Kebijakan  Transisional  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  setelah
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ketja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu

sebagal dokumen perencanaan jargka menengah vang menjibarkan tujuan,

strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah
yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPIMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas

pokok dan fungs: vang diamanatkan kepada Dinas Tanaman Parngan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Selain itu, dokumen

Renstra harus sesuai dengan sisteratika yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta sesuai dengan substansi

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPRIMD)

Kabupaten Bogor.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumien Renstra Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 vaitu :

I. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan maupun  sebagai
landasan  penguatan perun para  stakeholders dalam  peliksanaan
perencanaan pembangunan daerah;

2. Sebagm dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan
dan lima tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renslra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun dengan
memedomani sistematika yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Adapun uraian imengendi masing-
masing sistematika dijabarkan sebagm berikut

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura; dan Perkebunan Kah, Bogor Takun 2025-2029
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BAB | : PENDAHULUAN, mchput
1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra [Dinas

Tanaman Pangan, Horlikultura, dan Perkebunan

Kabupaten Bogor tahun 2025 20249, berupa gambaran

kondisi yang mendasari disusunnya Renstra  Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Kabupaten Bogor iahun 2025-2029 dan dilengkap

defimisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

habupaten Bogor.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengmdentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan

dalam penvusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun

2025-2029, serta  disusun  sesuai dengan  kaidah

penvusunan produk hukum.

Dasar hukum yvang harus dicantumkan ¢

. Aturan tentang perencanaan;

b. Aturan tentang dasar berdirinya Kabupaten Bagor;

c. Aturan eorganisasi yang mendasari pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor;

d. Aturan tentang kebijakan nasional dan Jawa Barat
vang terkail pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor;

e. Aturan lainnva vang berkaitan erat dengan substansi
Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor,

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah :

e ———
Renstra Dinas Tonaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab, Bogar Tahun 2025-2029
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1. sebagm pedoman dalam penyusunan Renjo Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor.

2. sebaga dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas
kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi Uraian

ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan  Perkebunan

Kabupaten Bogor tahun 2025-2029,

BABI1: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan Kabupaten Bogor
A1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
Menguratkan  struktur organisasi, tugas dan fungsi sesuai

b

Peraturan Bupati terkait SOTK Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor,

(=]
H
- %
Fes

Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkeburian Kabupaten Bogor

Menguraikan SDM vang mendukung terlaksananya tupas
pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor,

2.1.3 Kinerja Pelavanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor

Menguraikan pencapaian kinerja IKU dan KK Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
sampal dengan tahun 2024, rincian péncapaian  kinerja
program, kegiatan dan sub kegialan, serta menyebutkan
mana yang tercapal, yang melampaui farget dengan alasan,
serta yang lidak tercapai dengan alasan.

“
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214 Kelompok Sasaran Lavanan
Menguraikan pibak-pihak vang menjadi sasaran pelaksanaan
kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupiaten Bogor, apa saja vang dilayvani
berdasarkan kelompok sasaran,

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan
Menguraikan permasalahan  Dinas  Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang masih
belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa :

Belum tercapainya target dan penvebabnya;

Permasalahan kekinian yang muncul;

Permasalahan belum terlaksananya kewenangan;

B o B8

Permasalanhan belum terlaksananya mandatory kebijakan

pusat dan provinsi Jawa Barat;
¢. Permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS;
f.  Permasalaban lainnya vang perlu diuratkan.

2.2.2 Isu Strategis
Menguraikan isu strategis yang herdampak pada pelaksanaan
kewenangun Dinds Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor yvang berpengaruh pada kinerja
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan  Perkebunan
Kabupaten Bogor. Isu strategis disajikan dalam lingkup isu
internasional, regional, nasional, Jawa Baral dan Kabupaten
Hogor, serta isu yang beérasal dan masukan DPRI. lsu
strategis juga disajikan dengan menganalisis potensi daerah
yang akan menjadi kekuatan, kelemohan, peluang dan
tantangan pelayarian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan Kabupaten Bogor.,

BABIII : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029
Tujuan diturunkan dan sasaran daerah yang diampu oleh Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
sesual dengan kewenangan dan NSPK, Perangkat daerah dengan >1
bidang urusan, hanya tetap memiliki | tujuan, dengan menghimpun
kewenangan vang ada.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bagor Tahun 20252029
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3.2 Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029
Sasaran merupakan kinerga yang diturunkan dar tujuan Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor,
dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai
Tujuart.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029
Menguraikan langkah konkrit pencapainn fujuan dan sasaran Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor,
yvang sesuil dengan NSPK dan kewenangan PD. serta selamas dengan
arah kebjjakan dalam RPIMD.

3.4 Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Stralegi adalah rencana tindakan yang komprehensil berisikan
langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya
berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan
program/kegintan/sub kegiatan dulam menghadapi lingkungan vang
dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Strategi dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan
merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk
mencapai tujuan dan sasaran, denpgan mempertimbangkan SDM.
fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa
lerimplementasi  dalam  penentuan  program, kegiatan dan sub

kegiatan.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PERYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-
2029
Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegintan, lengkap
dengan indikator, target kinerjn serta kebutuhan anggaran tahun
rencana (2025-2030). Program, kegiatan dan sub kegiatan vang
digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta

“
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digunankan berdasarkan cascading, mulay dan tujuan, sasaran,
oulcome, dan outpul (Kinerja).

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kuneci (IKK|
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten
Bogor
IKU vang disajikan adalah IKU tujuan dan sssaran Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, KK
merupakan kinerja vang dibutuhkan untuk pencapaian Kinerja
bidang urusan (outcome program dan output kegiatan), 1KK dapat
mengakomodir kinerja vang ditetapkan dalam NSPK (Norma, Standar,
Prosedur, dan Knteria) yvang ditetapkan oleh Kementerian terkait,

BABV: PENUTUP
Menguraikan  tindak lanjut substansi Renstrn untuk pedoman
penjabaran Renja mulal tahun 2025-2030.

Lampiran
Berisi rumus hitung seluruh indikator, vaitu tujpan, sasarmn, outeome
program, grand output kegiatan dan output sub kegiatan.

e —————————
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BAB I1
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU
STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

2.1Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten
Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomior
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, vang
merupakan perangkat daerah sebagai  penvelenggara  pemerintahan
dacrah di adang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati
Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas dan Fungsi serta Tata
kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten
Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyvelenggarakan tugas
pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten
Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Perumusan kebijakan di  bidang sarana  pertanian, prasarana
pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penvuluhan pertanian;
2) Pelaksanaan  kebijakan di bidang sarana  pertanian, prasarana
pertanian, perlindungan dan pelayanan, sertia penvuluhian pertanian,
3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana
pertanian, prasarana perlanian, perlindungan dan pelavanan, serta
penyuluhan pertanian;
4) Pelaksanaan administrasi dinas: dan
9) Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

rugasnya.

Renstra Dinus Tanaman Pungan, Hortikultuen, dan Perkebuaon Keb, Bogor Tahun 2025-2029
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Susunan organisast Dinas Tanaman Pangen, Hortikultura dan

Perkebunan terdiri atas ;

1.

5

®m~ e oae

Kepala Dinas, mempunyai tugas membarntu Bupati dalam memimpin
dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
Bekretariat, mempurval tugas membantu dan bertanggung jawab
kepada  Kepala Dinas  dalam melaksanakan pengelolaan
kesekretanatan Dinas. Fungs sckretanat yaitu ¢

Pengoordinasian penyusunan program, monitornng, evaluasi dan
pelaporan;

Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
Pengoordinusian penyusunan rancangan produk hukum;
Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;

Pengelolaan keuangan Dinas;

Pengelolaan media elekironik dan publikasi Dinas; dan
Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan pimpinan sesuai bidang
lugasnva.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh ©

a.

1)

2)

3
4

1

2)
3)
3

Ketua Tim Program dan Pelaporan, mempunyvil tugas membanio
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program
dan pelaporan Dinas. Fungsinva adalah :

Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program
dan Pelaporan;

Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring,
evaluas: dan pelaporan Dinas:

Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
Melaksanakan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnyva.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunval tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata
usaha dan kepegawaian Dinns. Fungsinya adalah :

Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;

Pengelolaan barang/jasa Dinas;

Pelaksanaan pengelolaan hubungan masvarakat;

Renstra Dios Tanaman Pangoen, Hortikulturo, dan Perkebunon Kaob, Bogor Tahun 2025-2029
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3)
&)
7

)
L)

i)
2

)

d,

Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas;
Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;

Penyviapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;

Pengelolann pelayanan administram kepegawaion Dinas;

Monitoring, evaluasi, dan pentlaian kinerja pegawai; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnyva.

Sub Bagian Keuangan, mempunyal tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Fungsinya vaitu :
Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
Penalausahaan keuangan Dinas;

Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan

Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya

Bidang Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan penvusunan, pelaksanasgn kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sarana

lanaman pangan, hortikuliura dan perkebunan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi
Penyusunan kebyakan pupuk. pesusida, alat, mesin dan benih,

pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan;

Penyediaan sarana lanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura
tan perkebunan;

Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, alat mesin
pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan;

Pengembangan polensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin
dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta ala
dan mesin perianian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyustunan pelaporan bidiang
sarana pertanian; dan

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, don Perkebunan Kob. Bogor Tahun 2025-2029
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h

Pelaksannan fungsi lain yang diberikan pimpman sesual budang
tugasnviL.

Bidang Sarana Pertanian membawahkan :
4. Tim Pupuk dan Pestisida, dengoan tugas membantu Kepala Bidang

1)

3

4)

J

4

El

Sarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok
substans: pupuk dan pestisida. Fungsinya yaitu :

Melaksunakan penvediann pupuk dan pestisids tanaman pangan,
hortikuliura dan perkebunan;

Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan pemberian bimbingan pencrapan pupuk dan pestisida
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi
Pupuk dan Pestisida; dan

Melaksanaskan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasn:.'a.

Tim Alat dan Mesin mempunyal (uges membantu Kepala Bldang
Sarana  Pertanian  memimpin  dan  mengoordinasikan  kelompok
substansi alat dan mesin. Fungsinya yaitu :

Menviapkan bahan penvusunan kebijakan alat dan mesin pra panen
dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,
Melaksanakan penyediaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan pembenan bimbingan penerapan alat dan mesin pra
panen  dan  pasca  panen  (anaman  pangan, hortikultura  dan
perkebunan;

Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Scksi Alat
dan Mesin; dan

Melaksanakan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman mempunyai tugas
membantu Kepala Budeng  Saranan Pertanian memimpin dan
mengoordinasikan  Kelompok  Substansi  Sumber Daya Genetik
Tanaman. Fungsinya vaitu :

Renstra Dinas Tanoman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kob. Bogor Tohun 2025-2029
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1] Menviapkan bahan penyvusunan Kebyakan pengelolaan sumber daya
genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

2) Melaksanakan penyediaan sumber dava genetik tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan:

3) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

4] Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan dan pengeunasn
sumber daya genetik tapaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

3] Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegintan pada Seksi
Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman; dan

B) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuni bidang
tugasnya.

4. Bidang Prasarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala
[inas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi prasarana
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi

#. Penyusunan kebijakan prasarana, pengelolaan lahan, pengelolaan air
dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

b Penyediaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air dan
infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

d. Pemberian  bimbingan pengelolaan lshan, pengelolaan air  dan
infrastruktur tanaman pangan, hortikaltura dan perkebunan;

¢. Penvediaan dukungan prasarana pengelolaan  lahan, air  dan
infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur
lanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

g Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang
prasarama; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesua)  bidang
LRSIV

e ——
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Hidang Prasarana Pertaman membawahkan :

a.

1)

4]

)

4

9

b)

1)

2)

C.

Tim Pengelolaan Laban, dengan fugas membantu Kepala Bidang
Prasarana Pertanian dalam  memimpin  dan  mengoordinasikan
kelompok substansi bidang pengelolann lahan. Fungsinya vaitu ¢
Menyinpkun bahan penyvusunan kebijakan pengelolaan lahan tanmman
pangan, hortikultura dan perkebunan,

Melaksanakan opumalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan pemberian bimbingan konservasi  lahan  tanaman

pangan, hortikulturn dan perkebunan;

Melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan anaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegistan pada seksi
pengelolaan lahan; dan

Melaksanakan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

Tim Pengelolaan Air mempunyai tugns membantu Kepala Bidang
Prasarana Pertanian dalam memimpin  dan  mengoordinasikan
kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu °
Menyiapkan bahan penvusunan kehijakan pengelolaan air tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan  pembangunan, rehabilitasi  dan pemeliharaan
pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
Melaksanakan pengembangan potensi  pengelolaan  air  tanaman
pangan, hortikuliura dan perkebunan;

Melaksanakan pembinaan  pengelolaan  air  tanaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan  penyusunan  pelaporan
kegiatan pada Seksi Pengelolaan Air; dan

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

Tim Infrastuktur Pertanian mempunvai tugas membantu Kepala
Biwdang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan
kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya vaitu ¢
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1

3)

4)

&)

EJI

Menyviapkan bahan penyusunan Kkebyakan infrastruktur tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan  pembangunan., rehabilitasi  dan  pemelibaraan
infrastruktur tanaman pangan, hortikaltura dan perkebunan;
Melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan bimbingan teknis infrastrukiur pertanman  tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan
kegiatan padn Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
Melaksanakan fungsi lain yvang diberlkan pimpinan sesual bidang
[UEASTIVA.

Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian, mempunyvai
tugns membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan  kebjjakan, dan pemberian  bimbingan tekms  serta
monitoring dan evaluasi perlindungan dan pelayanan usaha pertanian
tanaman pangan, hortikuliura dan perkebunan. Dalam melaksanakan’
tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian
mempunyai fungst :

. Penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha pertanian

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

. Pelaksanaan pembenan fasilitas pembiavaan, investasi, pemasaran

dan pelayvanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,

. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha tanamuan pangan,

hoertikultura dan perkebunan:

, Pemberian fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan leknis win usaha

tanamun pangan, bortikultura dan perkebunan;

. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan organisme

penggangey tanaman serta dampak perubahan iklim dan bencana
alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
Pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan;

. Pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan;

. Pelaksanann monitoring, evaluasi dan penvusunan pelaporan bidang

perlindungan dan pelayanan usaha: dan
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1.

Pelaksanaan fungs: lan yang diberikan pimpinan  sesuar bidang
tugasnyi,

Bidang Perlindungan dan Pelavanan Usaha Pertanian membawahkan -

a.

1)

2]

3

4)

6]

7)

1

2

3

4

Tim Perlindungan Pertanian, dengan tugas membantu Kepaln Bidang
Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan
mengoordinasikan  kelompok  substansi  bidang  perlindungen
pertanian. Fungsinya vaitu :

Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usahd tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan:

Melaksanakan pembenan bimbingan  pencrapan  perlindungan
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan  penyusunan  pelaporan
kegintan Scksi Perlindungan Pertanian; dan

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnva.

Tim Pelayanan Usaha Pertanian mempunya tugas membantu Kepala
Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertasian  dalam
memimpin - dan  mengoordinasikan  kelompok  substansi  bidang
perlindungan pertanian. Fungsinva vaity ¢

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan usaha tanamari

pangan, hortikultura dan perkebunan;

Fasilitasi pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan;

Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izinusaha tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan,

Melaksanakan pembinann dan pengawasan usiha tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;
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0]

8)

4)

1)

2]

3)

4

)

)

Melaksarinkan pembenan  bimbingan  teknis  pengolahan  dan

pemasaran praduk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
Melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan:

Melaksanankan penvediaan analisa usaha tany tanaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan  penvusunin  pelaporan
kegiantan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian: dan

Melaksanakan fungs: lain vang diberikan pimpinan sesuail bidang
Tugasnya.

Tim Data dan Informasi mompunyal tugas membantu Kepala Bidang
Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan
mengoordinasikan Kelompok substansi bidang Data dan Informasi.
Fungsinyn yvaitu :

Menyiapkan bahan  penyusunan  kebygakan datan dan  informas
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan pemberian bimbingan pengumpulan dan pengolahan
data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan penyedisaan bahan informasi  tanaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Melaksanakan monitonng, evaluasi dan  penyusunan  pelaporan
kegiatan seksi data dan informasi; dan

Melaksanakan fungsi lain yvang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya,

Bidang Penyuluhan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan penyusunan  Kebjakan, program dan

pelaksanaan penyuluhan pertanian. Bidang Penvuluhan mempunyal
fungsi :

. Penyusunan kebijakan dan program penvuluhan pertanian;

b. Pelaksanaan penvuluhan pertaman dan pengembangan mekanisme,

=

tata kerja, materi, media dan metode penvuluhan pertanian;
Pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran
materi penvuluhan bag peluku utama dan pelaku usaha;
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d. Pelaksanaan pembinaan, perigembangan kerjasama, kemulraan,
pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta
pembiayaan penyuluhan;

e. Pembenan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagann

bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

Peningkatan kapasitas penvuluh ASN dan Non ASN;

. Pelaksanaan penveliaan dan evaluasi penyelenggara penyuluban:

T 06 ™

Fusilitasi alokas: dan distnbusi sumber daya penyuluhan pertanian;

iy

. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;

1. Pelaksanaan momitonng, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang
Penyuluhan Pertanian; dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

Bidang Penyuluhan membawahkan :

A, Tim Kelembagaan membantu Kepala Bidang Penvuluhan dalam
memumpin  dan  mengoordinasikan  kelompok  substans: Bidang
kelembagaan. Fungsinya vaitu

I] Menviapkan bahan penyusunan  kebijakan  penumbuhan dan
pengembangan kelembagaan;

2) Melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utamia dan pelaku
usaha;

Jd) Fasilitasi  penumbuban,  pengembangan dan penghargaan
kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

4) Melaksanakan peningkatan kapasitas kelemibagaan penyuluhin;

3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan
kegiatan pada Seks: Kelembagaan; dan

6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
lugasnva.

b. Tim Ketenagaan, vang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Penyuluhan  dalam  memimpin  dan  mengoordinasikan  kelompok
substans: Bidang ketenagaan. Fungsinya yaitu

1) Menviapkan bahan penvusunan Rebijakan ketenagann peovuluh;

2} Melaksanakan pengelolaan data Ketenagaan penyulub;

e e ————————
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3] Fasilitasi penvusunan program dan programa penyuluhan pértanian;

4) Melaksanakan pengembangan kompetensi penvuluh pertanian;

5] ‘Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan
pelaksanaan tugas Seks) Ketenagaan; dan

6) Melaksanakan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesuail bidang
tugasnya.

¢, Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyal tugas membantu
hepala Bidang Penyuluhan dalam memmpin dan mengoordinasikan
kelompok  substansi bidang sarana dan prasdrana  penvuluhan.
Fungsinva vaitu :

1} Menyiapkan' bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana
penyuluhan;

2) Fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan
pertanian;

3) Fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan
pelaksanasn  tugas Scksi Saranan  dan  Prasarana  Penyvuluhan
Pertanian; dan

3) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas vang terdin dar
UPT Pertanian Wilayah | berkedudukan di Parungpanjang

UPT Pertanian Wilayah 11 berkedudukan di Tenjo

UPT Pertanian Wilayah 1T berkedudukan di Cigudeg

UPT Pertamian Wilavah IV berkedudukan dy Leuwiliang

UPT Pertanian Wilayah V berkedudukan di Cibungbulang

UPT Pertanian Wilayah VI berkedudukan di Dramaga

LPT Pertanian Wilayah VIl berkedudukan di Caringin

UPT Pertanian Wilayah VIII berkedudukan di Pamoyanan

UPT Pertanmian Wilayah IX berkedudukan di Cibinong

UPT Pertanian Wilayah X berkedudukan di Jonggol

UPT Pertanian Wilayah X1 berkedudukan di Tanjungsari

. UPT Pertanian Wilavah X1 berkedudukan di Cariu

R o0 AN D

=i

i

L _  _ ___ ___ _ _ __ ___ _______ __ _ __ _ _________ _________ ___ ___ ________ ______ ___ ]
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Tugas dan fungs: UPT yutu :

i UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII memiliki
tugas melaksanakan keglatan teknis operasional di bidang proleksi
tanaman. Fungsinya vaitu pelaksanasan pengendalian  dan
penanggulangan serangan Organisme Penganggu Tanaman (OPT) serta
pembenan pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman.

L. UPT Pertanian Wilayah II memiliki tugas melaksanakan keglaton
teknis operasional di hidang perbernhan tanaman palawia. Fungsinya
yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat,
fasilitasi  sertifiknsi benih  tanaman  palawija  masyarakat  serta
pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikar
kepada masyvarakal.

¢. UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT
Pertanian Wilayah X memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis
opernsional di bidang  mekanisas)  pertanian.  Fungsinya  vaitu
pelaksanann  penerapan  teknologi mekanisasi  pertanian  lanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan serta [asilitasi perbengkelan
mekianisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

cl. UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII memiliki
tugas melaksanakan  kegintan  teknis  operasional di bidang
pengembangan agnibisnis,  Fungsinva vaitu  pelaksanadn [asilitasi
kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortkultura dan
perkebunan serta pelaksananan [asilitasi akses pemasaran produk
pertaman untuk pelaku usaha/kelompok tani/gapoktan,

¢ UPT Pertanian Wilayah V mcmiliki tugas melaksanakan kegiatan
teknis aperasional di bidang perbenihan tanaman savar dan tanaman
obat.  Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman
sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih
tanaman savuran dan tanaman obal masyarakat serta pendistribusian
dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat
kepada masvarakat,

[ UPT Pertanian Wilayah VIII memiliki tugas melnksanakan kegiatan
teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan. Fungsimya yaitu
penangkaran dan produksi benth tanaman buah dan flonkuitur
bersertifikat, fasilitasi sertifikasi bedih tanaman buah dan florikultur

Renistra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, don Perkebunan Kab. Bogor Tahun 2025-2029
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masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah
dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat,

g UPT Pertanian Wilayah XI memiliki tugas melaksanakan kegiatan
teknis operasional di bidang perbemban tanaman padi.  Fungsinya
vaitu penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat,
fasilitasi proses scrtifikasi benth tanaman padi masvarakat sorta
pendistribusian  dan  peredaran benih tanaman padi bersertifikat
kepada masvarakat.

h.UPT Pertanian Wilayah IX memiliki tugas melaksanakan kegiatan
teknis  operasionnl i bidang perbenihan  tanaman buah dan
Morikultur. Fungsinya vaitu penangkaran darn produksi benih tananmian
perkebunan  bersertifikat, fasilitasi  sertifikasi  benih  tanaman
perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih
tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyvarakat.

Selain melaksanakan fungsi sehagaimana dimaksud, setiap UPT memiliki
fungsi sebagai berikut -

1} Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
2} Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
3} Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Periangkal Daerah
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugasnya,

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan vang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang
untuk melakukan kegatan penigawasan benih tanaman, vang meliputi
pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metada
pengawasan mutu  benth, pengembangan  profesi dan  penunjang
kegintan pengawasan benih tanaman,

b, Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional
Penvuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
penyuluhan di wilayah kerjanva. Untuk menvelenggarakan tugas
dimaksud, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dengan fungsi :

Hewstro Dinas Tanoman Pungaon, Hortikultura, don Perfiebunan Kab. Bogor Tahun 2025 2029
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1)  Pelaksanaan mventarisasi, identifikasi dan pengolahan duta potens: di
wilayah Kerjanya;

2) Pelaksanaan rencana kerja dan membantu  penyusunan  program
penyuluhan;

3} Pelaksanasan materi penyuluban dan penerapan metode penyuluhan
serta pengembangan swadayn dan swakarsa pelaku utama dan pelaku
usaha;

4)  Pelaksanaan penmingkatan kapasitas dan kompetens: penyuluh;

51 Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaka usaha untuk
mernfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayvah kerjanya;

6 Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan olech pelaku utarma dan
pelaku  usaha; dan

7)1 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam renstra turat mengakomodir kondisi dan kebijjakan nasional
termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal im dituangkan dalam Peraturan Bupat
Bogor Nemor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan vang baru dapat dilihat pada Gambar 1.
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2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bogor

Sumber daya vyang dimiliki Dmas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menjalankan
tugas dan fungsinva, mencakup sumber daya manusia dan asset
atau modal. Sumber Dayva Manusia di Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2025 tercatat sebanyak
946 orang. Kondisi Kepegawaan secara umum  dikelompokkan
scbagail berikul :

Jumlah jabatan manajenal di Dinas Tanaman Pangan.
Hartikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebanyvak 30 orang
yang terdiri dari | jabatan pimpinan pratama, 5 jabatan
admimstrator, dan 24 jabatan pengawas, Sedangkan jumlah pegawal
pada jabatan non manajerial pada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari jabatan
pelaksana sebanyak 57 orang dan jabatan fungsional tertentu (JFT)
sebanvak 197 orang. Adapun JFT terdiri dan penyuluh pertanian
sehanyak 189 orang, pengawas benih tanaman 3 orang, analis pasar
hasil pertanian 2 orang, analls sariana prasarana pertanian 1 orang,
pengawas alal dan mesin pertanian 1 prang, dan pengawas mutu
hasil pertanian sebanyak 1 orang,

Selamn 1tu terdapat tambahan pegawal Provins: Jawa Barat
sebagai Petugas Pengendali Organisme Pengganggii Tumbuban
(PPOPT) sebanynk 21 orang. Adapun pegawai non PNS pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunsan sebanvak 307 orang
vang terdin cari tenaga teknis scbanvak 26 orang dengan latar
belakang pendidikan vang disesuaikan dengan keahlian vang
dibutuhkan dalam mendukung berjalannva kinerja dinas, tenaga
kebersihan (OB) sebanyak 12 orang, penjoga malam scbanvak 63
orang, dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) pada Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 190 orang. Hal ini
ditunjukkan pada tabel berikut @

e ———
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Jumlah Pegawai

Dinas Tu_tunu Pa.ng_ln Hortikultura dan F:{tuyum Tahun ME_ B

No. Jabatan Jumlah
(orang)
I | JABATAN MANAJERIAL : 30
A) Jabatan Pimpinan Pratama 1
B) Administrator 3
C) Pengawas 24
2 | JABATAN NON MANAJERIAL : 254
A) Pelaksana 57
| B) Fungsional 197
| 1) Penyuluh Pertanian : 189
- Penvuluh Pertanian PNS 87
- - Pegawal Pemenntah dengan Perjanjian Kena [P3K) 68
- Tenaga Bantu Penvuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) - Provinsi J4
2) Pengawasan Benih Tanaman (Prov 1 orang dan Kab 2 orang) 3
3) Analis Pasar Hasil Pertanian 2
4) Analis Sarana Prasarana Pertanian 1
5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 1
6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian 1
3 | Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) - 21
Provinsi ]
-4 |Non PNS: 201
i - Tenaga Teknis (OS) (Dinas, UPT, dan BPP) 26
i - Penyaga Malam (Dinas, UPT, dan BPP ) 63
l - Petugas Kebersihan (OB) 12
| |- PPS (Penvuluh Pertanian Swadava) 190
| . TOTAL (Orang) 596

Sedangkan sarana dan prasarana vang dimiliki Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dan sawah atau kebun
percontohan, tansh bangunan kantor, bangunan kantor dinas,
bangunan asrama atau tempat pendidikan dan pelatihan, kendaraan
dinas roda dua dan roda empat, peralatan kantor, dan perlengkapan
kantor. Adapun gambaran umum kondisi asset Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai dengan
tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Renstra Dinas Tenmnan Pangan, Hortikultera, den Perkebunan Kal Ragor Tahun 2025-2029
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Gambaran Umum Kondisi Asset
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan s/d Tahun 2024

A.Tlnlh

s | ol |
2 ‘;“n:hmﬁ‘::““‘““ Rantor 388 | M: X
3 mﬂgﬁ“m e 30.000 M ¥ |
4 mmuunaﬂ;ﬂnnm » 844 T g _
5 mﬂm“ Kénton 25.505 M J
6 mﬂm Hmrtor } 952 M v
7 &ﬂw haatton 14850 M y
8 mﬁ“‘mm R 12,164 M- V
9 _:::hmai'f““““ SR 21.521 M v
10 :::::hn;;";“‘m““ L 16,111 M v
11 ;‘;ﬁ;&‘h‘““““""‘“’“‘“ 25.745 M J
13 Tlinahpﬂmtm,man Rantor 20.845 M J
14 L"“”h Rangunad Kantos 7.260 M v
15 ':nnih;inﬂam:gunsn Kantor 9.300 A J
16 ::'n::l :t;hmgunnn Kantor 40.000 W J
17 ::‘:;f;“hg"’““ o 7.150 M ¥

Tansh Bangunan Kantor
18 | Pemerintah 4.000 M? ¥

19 D T 1.000 M v
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| Tanah Bangunan Kantor .
' 1.490 M- N
| 20 Pemerintah . o
!
Tanah Bangunan Kantor a M \
21 | pemerintah S0 |
Tanah Bangunan Kantor ]
508 M= ¥
22 | pemerintan - o B
Tannh Bangunan Kantor t
na_ Pemmerinteh 42.700 M v ,
Tanah Bangunan Kantor i
24 I intsih 9.257 M= N
Tanah Bangunan Kantor '
25 | pemerintah R w Y
Tanah Bangunan Kantor -
26 Pernerintah 1.936 M &)
Tanah Bangunan Kantor
L'}
27 p tal 2.156 M=
Tanah Bangunan Kantor . ;
28 | . RN 3.000 M N ‘
| Tanah Bangunan Kantor _
29 | cemerintah 8.700 M* _wJ—
| Tanah Bangunan Kanter " ,
30 p intah 1.680 M . |
Tanah Bangunan Kantor
‘ 31 Pestesttital 1.940 A Y o
Tanah Bangunan Kantor
_ 32 Pemerintah 1.500 M= \
Tanah Bangunan Kantor
_33 “—— 6.000 M v f
| B | Peralatan den Menin S S
1 Pompa Alr 52 Umit 35 110 5
2 | Kendaraan Roda 4 21 Ut i7 3 1
3 | Kendaraan Roda 2 167 Unit 150 4 17 |
4 | Filling Kabinet Besi/Metal 124|  Unit| 97 13 14
6 | Alat Penghancur Kertas 1 Unit !
7 | Mesin Absensi 19 Unit 9 5 &
| & | Mcja Kayu/Rotan 255 Unit 195 o) 10
_9_ | Bangku Tunggl 29| Unit 16 3 10}
| 10 | Tenda 32|  Umit| 20 2] 1o
11 | Tenda Sangea 11 Uit 4 2
12 | Leman Es - 7| Unit| 4 3 1
13 | Kipas Angin 25| Umat | 10 5| 10|
14 | Televisi 43 Unit 15 18 10
15 | Sound System S Unit 3 1 1
16 | Dispenscr 43 Unit 30 5 8
17 | Tracktor Four Wheel 19 Unit 12 4 3
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21 | Printer 233 Unit 163 14 5

22 | Lemari Besi 78|  Unit 64 8 | 6
23 | Lemari Kayu 563 | Unit| 527 12 24

24 | Rak Besi A2 Ut 27 5

25 | Camera Electronic 1 Unit 1

26 | Camera Digital 3 Unit 2 1

27 | Camera Conlerence 7 Unit 7

28 | Faksimile 2 Unit 2

29 | Lemari Kaca 75 Unit 62 “ 9
' 30 | Papan Visual/Popan Nama 32|  Unit 35 2| s
| 31 | Whiteboard =~ 20 Unit 17 i 3

32 | Popan Noma Instansi 52 Unit 50 2 S

33 | Meja Rapat 71 Unat 58 3 10

34 | Meja ' Biro 136 Unit 21 19 20

35 | Meja Makan Kayu 26 Unit 23 1 2

36 | Kursi Rapat 706 Unit 513 26 167

37 | Kursi Tamu 7 Unit 4 1 3
38 | Kursi Putar 53|  Unmit 34 3| 16|

39 | Kursi Lipat 930 |  Umit 636 83 211

40 | Sofa 54 Unt| 507 3 10

41 | AC Contral 3 Unit a |

42 | AC Split 134 Unit 114 4 16

43 | Kompor Gas 4 Unit 3 1

44 | Katel Panci 1| Unit 1

45 | Portable Air Conditioner 3 Unit 5

46 | Trailer 2 Unit 2|

47 | Gordyn 115 Unit 11 3 4

48 | Alat Pemadam 32 Unit 32

49 | Meja Kergn kayu 255 Unit 192 18 45

50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon 30 Unit 19 3 8

51 | Genset 5| Unit 3 1 1

52 | Timbangin 9 Unit 6 1 2

53 | Alat Press Plastik & Unit 8

54 | Spraver S TS R |

35 | Pemyemprot 81 | Unat 74 3 2

56 | Mesin Potong Rumput 76 Unit 54 6 11

Renstra Minas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bogor Tahun 2025-2029
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2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bogor

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran sirategis
vang menunjukkan tingkat prioritas  tertinggl dalam  perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Dacrah sclama lima
tahun.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bogor yvang termual dalam renstra 2025 2029 mengacu
pada tujuan kedua daerah vaitu *Meningkatnyva Produktivitas Ekonomm
Daerah™ yang dijabarkan dengan sasdaran daerah yaitu "Meningkatnya
Ketahanan Pangan”™. Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah tersebut,
maka tyuan Dmmas Tanaman Pangan, Hortikultura den Perkebunan
vang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Dacrah sebagaimana Tugas
Pokok dan Fungsinya yaitu “Meningkatnya Produksi Pertanian” dengan
indikator tujuan vang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya vaitu
“Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan®™.

Perumusan sasaran [Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupatéen Bogor mengacu pade tujuan yvang akan dicapai
schagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya scbagai
berikut :

(1) Memingkatnva produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan, dengan indikator sasaran sebagal alat ukur dalam
pencapaiannys -

() Produktivitas pertanian per heldtar.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bagor berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah |[RPIMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029,
Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta
RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045 dimana tujuan dinas adalah
“Meningkatnya produksi pertanian”™. Adupun sasaran dinas adalah
"Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan”. Adapun Indikator Kinena Utama (IKU] vang akan
menjadi target Kinerja perencanaan tahun 2025-2029 pada Dinas

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bogor Tahun 20252029
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Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
adalah sebagal berikut -
1. Indikator Tujuan :
a Jumlah produksi tapaman pangan, hortikultura  dan
perkebunan (ton).
2. Indikator Sasaran :
n. Produktivitas pertaninn per hektar (ton/ha),

| Meningkatnya
produksi pertanian

hortikultura dan 710.189 713.4900 716797 720.1120 723432
perkebunan (Ton)

2 | Meningkatnva duktivitas
produktivitas tanam anian per 7.13 7.16 7.10 7.21 7.24
pangan, hortikulmara  (hektar (Ton/Ha)

- dan perkebunan

Capaian kinerjn indikator ditentukan dari rasio capaian kinerja,
Rasio capawn kinerju  im1 diukur untuk menganalisa GAP
(kesenjangan) sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja
potensial atau yang diharapkan atau kinerja vang sudah ditargetkan
sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa
saja yang diperlukan untuk mengurang kesenjangan atau mencapai
kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lelnh dari itu analisis im
Jugn memperkirakan waktu, biava, dan sumberdava yang dibutuhkan
untuk mencapal keadaan yang diharapkan,

Keberhasilan  capaian kinerja Dinas  Tanaman  Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaien Bogor dilakukan melalui
peningkatan  produkst  dan  produktivitas  lanaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan maupun komoditas unggulan. Hal ini
didukung melalui pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana
pertanian vang mendukung program dan kegiatan dinas. Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor
perlu menyesuaikan target kinerja pada tahun-tahun sclanjuinya,
seiring dengan  adanva perubahan  targel  prodiuksi.  Selan itu
diperlukan kehijakan (dalam pengendalian dan penanggulangan

Renstra Dinas Tanoman Pangun, Hortikulture, don Perkebunun Kab, Bogor Tohun 2025-2029
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bencana pertanian, perizinan usdha pertanian, serta memngkatkan
peran penvuluhan pertanian.

Adapun koniribusi nyata yang telah mendukung pencapaian
kinerja vairtu berupa peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah
vang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budava
melalui upayn pembangunan pengelolaan air misalnya pembangunan
dam parit, rehabilitasi jaringan irigasi, serta infrastruktur jalan usaha
tani di Kabuputen Bogor. Pembinaan dan penyuluh pertanian kepada
kelompok tani turut berperan dalam meningkatkan produksi tanaman
pangan, hortikultura dan pcrkehunnn.

Dalam upayva mencapai target-target vang telah ditetapkan, Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor
mendapat alokasi dana selain dari dana APBD, vaitu baik dari APBD
Provinsi maupun APBN. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapal melakukan pelavanan
sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
din Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 - 2029 akan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tenting Angesran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan akan dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pendanaan APBD
diprioritaskan untuk program dan kegintan peningkatan produks: dan
produktivitas tanaman pangan, hortikultura  dan  perkebunan,
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha
pertanian seria penyuluhan pertanian.

Pencapaian kineria wtama sctiap tahunnya mengalami dinamika
capaian kinerja yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan
terkait  klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur  perencanasn
pembangunan dan keuangan daerah serta refocusing atau pengalihan
ANERATAL.

Adapun terdapat beberapi target kinera anggaran yang tidak
sepenuhnyva tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lan
vaitu adanya efisiensi pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan
oleh pihak ketiga (selisih penawaran hargal, adanya penvesuaian
kebutuhan rutin vang dilaksanikan dinas. Oleh karena itu, sebagai
salah satu upaya dinas dalam meningkatkan pencapaian kinerji

Renstra Dinas Tunaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bogor Tahun 2025-2029
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anggaran, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan harus membuat rencana kerjg yang terarah dan terukur

sesuai tujuan dan indikator dinas yang telah disusun, rencana kerja

vang disusun harus memperhatikan waktu, iklim, serta sumber dayva
manusia yang menanganinya. Rincian pencapaian kinerja pelayanan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturg dan Perkebunan Kabupaten

Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir.

Keterhbatan dan kontnbusi para pemangku kepentingan (mitra
kerja  atau  stakeholders) dalam merancarg, melaksanakan,
mengevaluasi, dan  memastikan  keberlanjutan  kinerja  sangat
diperlukan. Kolaborasi antar mitra kerja diwujudkan melalul adanya
jejaring kerja. Adapun gambaran umum jejaring kerja yang dibangun
dalam mendukung kinerja pelavanan ini meliputi :

a.  Membangun jejaring dengan  stakeholders  internal,  yaitu
menyampaikan pandangan dan dukungan untuk terwujudnya
tujuan dan sasaran dinas.

b,  Membangun jejaring dengan stakeholders eksternal, terdiri dari
1) Stakeholder pimpinan yang menyangkut urusan teknis, yaity

mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkoit di
Kabupaten Bogor baik perangkat dacrah, kecamatan, desa,
maupun forum komunikasi pimpinan dacrah serta para
pelaku usaha pertaman terkait lainnya vang menangani
urusan teknis layanan untuk  kelompok tanl di wilayah
Kabupaten Bogor.

2] Stakeholder penyedia jasa di Kabupaten Bogor (konsultan
penyedial vaitu memberikan arahan dan dukungan terkait
pengadann barang dan jasa.

3) Stakeholder Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan
Penyuluh Pertanian Swadava [PPS] Kabupaten Bogor valtu
memberikan referensi keberadann dan kondisi kelompok tani.

Renstra Dinas Tanaman Pungan, Horttkulturo, dan Perkebunan Kab. Bogor Tehun 2025-2029
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Gambar. Analisi Kolaborisi Pemuanghes Kepentingan (Mitra atau Stakeholders)

Keberadaan data dan informasi akan sangat berguna bagi para
Pemangku Kepentingan (stakeholders) dalam keberlanjutan kinerja
dan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya,

khususnya dalam perencanaan arah pembangunan  pertanian di
Kabupaten Bogor,

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

1 . 'u'kl.i. Iunu

Penilaian  kescrasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian
sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor terhadap sasaran
Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Jawa Barat serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat disajikan
pada tabel berikut .

e, horikuliur

n perkebanan :
Pudi

- Palawija

« Savutrnn

- Buah-bushan
- Tansmoan hins
» Tanaman

Perkebunom dan obat |
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Berdasarkan duta pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat
sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bogor mendekati cakupan sasaran Renstra Kementerian
Pertamian dan Renstra OPD Lingkup Pertanian Dinas Provins: Jawa
Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas cukup baik secara
nasional dan regional. Adapun keselarasan indikator kinerja Renstra
K/L, Provinsi, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

I Peningkatun PDB | Peningkatan Produkst Pertanian | Meningkatny

prod ksl
| — Y 1.1 L. . | S
2 | Peningkatun nilai | Peninghatan Usaha Pertaniian Meningkatnys produktivitas
| ekspor tanaman pangan,
hortikultura, dan
! perkebunan
3 - Peninghatan Sumber Dayva Meningkatnya  pelayanun
Pertianian Kewenangun perangkat
| dacrah

Berdasarkan  label  di oatas,  lerlibat adanya  keserasian,
keterpaduan, simkronisasi  dan  sinergitas  pada  indikator  Kinerja
meningkatnya produk pertamian. Adapun hasil telanhan struktur ruang
wilayah Kabupaten Bogor pada RTRW Kabupaten Bogor Berdasarkan
pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024, dapat dilihat pada
tabel berikut,

Kuwusan Herafrps Rawonal: Adlagiya Wilayulh
Strategs Nomonal KEN Htasion ifun prodilcanioe P [Pt
[R5 Tederaemimarad Twrvmrin Pasgan :mm;
B Kawiinan Hancainingur 2 Progrom limwmaar
Prosansl KEN Stastuam Pl Prminglestan Produkss | Perisi perkomAn Inhmi
LE20 Batelit Mikio dan produltitis munberdayu slin
v Kswoosan Suilegs | - KSN BRSD Palape Yorwtnan dan sumberdayn
Kl b (KSK) Kispaustingpint Horukiitiie Luhtaany
Raneamin Seratops Froviam A Prognum
EE1 By Puterak: Pertinpheatnn Produbos
Cinrijur yiang oeerupakian | don prosdidcdritems
WaAsMESn SEUCETS TaAnRTEn
Hoyghimgan hiitip Perelunan
4. Program
KSF Jonpd v Ponprmisingen
merypakan kasasn Teknalyg Pertanun
siTmlegin vioou sl 5, Program
KA Patos B Dunung || poogeinbmngan DM
Salali Prnighor yang Frriamian dan
meTipuikan stisitegin Wl b prtarii
pemitayypmann
usmberduyn alae dan

S ——
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Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Bogor vaitu strategi untuk
mempertahankan  lahan  sawah  berkelanjutan  serta  peningkatan
produksi pertanian guna menjaga ketahanan pangan dacrah, maka hasil
telpahan pola ruang wilayah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel

berikut.

ml @

Peruntukan
Perfatian

Billstayn

Pritanian

AKelwrrvm.  Kebiutichan
krtrrsediiin

wum berdayn

nusriu i,

i berrdaya inlarn
dan subertayn

5 I
Kb btnieny prountijo
Tilanny bsmly merupihan
R yang disrshian

asliagal Eamphan
JU et berieelnjutatg
Ciwmprs, Conm,
Citiurphiuliyg,

P P
Cojerul, Clisiie, Cisoiting,
Cifeuncup, CVleurige,
Sisidyir, Jasige Jangge
Kemuang,  Klagsiokiioripgal.
Levwilinng, Leuvwresieng
Nanggung, Pansatiat,
Rincabiingur,  Humpin,
Sulaznyn,  Suykematmiur,
Sukmpga, Tarnarimar,
Tanppegaan, Tenpe,
Timpilava
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Lahan pertanian pangan berkelanjutan |LP2B) diarahkan
pada kawasan peruntukan perianian lahan basah dan lahan
pertanian tanaman pangan yang berada di luar peruntukan
pertanian lahan busah yang diarahkan sebagai cadangan lahan
pertanian pangan berkelanjutan.

SDGs  bertujuan  untuk  mengakhiri kemiskinan dan
kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan
terhadap alam dan sumberdaya yang terkandung didalamnya,
dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan adil,

Hasil telahaan SDG’s berdasarkan evaluasi
Tanarhan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab, Bogor

Dinas

ditunjukkan oleh tabel berikut,
——

Friclon tabian’ 2000,
mengnmmin sistem produks: 1. Program Penyedinng dan
punigan yarg Pesigembanigan Sarina dan
beskelaniuton dan Prasaran Pertanian
Meiiighi menerapkan prakiek 2. Program Pengenidalian
h.:’m‘ m.l"'" pertanion tangguh yang Proporsd luss | dan Penanggulicyacs
M rrnhll oy meningkatkun produksi | lahan pertaninn | Bencana Pertanan
Ketal i dan produitivites, vang ditetapkan | 3. Program Pergzinan Usaba
Pinpan dan Gz | SOSIAL menmbuaniu mergigh ticbovgmi Pertanian
vang Baik ehkpuistem, menperkunt kowmsnn 4. Propram Penyuluhan
I-'Immﬂka.mm"l 4 kapanitas adaptas pertaniin Perumman
Peituitinn terhadip perubahan dilim, PRIEAT
Beritelamjutnn Culiiea eksTin., berkelanintan:
hekermngan, banjir, dan
bencens binnya, serta
securi progresil
memperbaiki keahtas
tanh dun lghan

Untuk mencapai kinetja pelavanan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025-2029 yang optimal yaitu
tersedianya produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
vaing berkualitas dan berketanjutan serta terbentuknya kelembagaan
kelompok tani yang maju, maka dinas menyusun program dan kegiatan
strategis antara lain yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan
Sarana Pertanian, Program Penyedinan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluh
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Pertanian  serta  didukung  oleh  Program  Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
membutuhkan dukungan salokasi anggaran setiap tahunnva  agar
pelayanan dapat berjalan  dengan optimal dan sesuai target yang
ditetapkan, Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan produksi
tanaman pangan, khususnya padi sawah dengan lokasi sentra
pengembangan  di Kecamatan  Tanjungsar, Cariu, Jonggol,
Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Cibungbulang, Sukajaya,
Cigudeg, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, dan  Nanggung
pengembangan talas dengan lokasi sentra di Kecamatan Cijeruk,
Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong, Pamijahan;
peningkatkan produksi hortikultura dengan pengembangan pepaya di
Kecamatan Sukaraja, Caringin, Jasinga, pengembangan manggis di
senira  pengembangan  Kecamatan  Leuwiliang,  Leuwisadeng
pengembangan jambu biji di Kecamatan Rancabungur, Tamansarn,
Dramaga, Caringin, Cibungbulang; pengembangan cabe/sayuran di
Kecamatan Kemang, Rancabungur, Tamansari, Caringin, Ciampea,
Cibungbulang; pengembangan tapaman hiss di  Kecamatan
Megamendung, Tamansari, Gunung Sindur, Cisceng; pengembangan
pala di Kecamatan Ciawi, Cigombong, Caringin, Ciieruk, Sukajaya;
pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang,
Megamendung, Tanjungsar, Sukamakmur; serta pengembangan
cengkeh di Kecamatan Nanggung, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng,
Cijeruk, Caringin, dan Cariu.

Sulah satu analisis vang dapal digunakan sebagai dasar penctapan
kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor,
sckaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis
peluang dan tantangan.

1. Peluang
a. Adanva lembaga penelitian dan perguruan tinggi terkait scklor
pertanian di Kabupaten Bogor;
b. Potensi wreal pertanian di Kabupaten Bogor yang cukup luas
[kondisi geografis daerah);
¢. Peluang pasar yang besar baik skala lokal maupun nasional untuk
komoditas pertanian;
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d. Banyaknyd usaha i bhidang pertamian oleh  pthak  swasta
khususnya di sektor perkebunan dan hortikultura;

¢. Potensi komoditas pertanian di Kabupaten Bogor vang beragam.

2. Tantangan

a, Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional
Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling
Practise (GHP) baik dalam tahap budidava maupun pasca
panen/pengalahan hasil;

b. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif,

c. Terbatasnya ketersedipan dan kepemilikan lalan pertanian;

d. Terjadinya  perubshan  iklim secara global vang berpengaruh
terhadap capaian produksi/produktivitas;

e, Adanva keterbatasan jumlah tenaga penvuluh pertanian dan masih
rendahinya regenerasi petani,

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
2.2.1 Permasalahan

Permasalahan merupnkan kesenjangan antara  Kinerja  vang
dicapal saat ini dengan vang direncanakian dan kesenjangan antara apa
vang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan
dibuat. Adapun permasalahan daerah antara lain terkait kemiskinan,
pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan,
akuntabilitas kmerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita,
lingkungan hidup, dan masalah bencana. Hal ini disandingkan dengan
tsu-isu strategis daecrah yaitu terkail pelayanan publik, tata kelola
penyelenggarann  pemerintah  daerah, dava saing,  pembangunan
berkelanjutan, pemenuhan pelayanan dasar, dan bonus demograf.
[dentifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi
pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
diperfukan dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian  di
Rabupaten Bogor ke depan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan
prioritas dan sasaran pembangunan pertanian di Kabuparen Bogor
ditumukkan oleh tabel berikut.
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Belum tnjm " Kondisi sarana

ﬁmnlrr_wﬂ

Belum
produksi dan ketersediaan sarana dan | pertanian belum
produktivitas prasarana pertanian di memadai

pertanun Kab. Bogor | Kabupaten Bogor

— —_— —_—

Kondisi prasarana
pertanian belum

memadn

Perubahan iklim dan Penanganan serangan
bencana alam pertanian | Organisme Pengigangeu
yang berdampak padn Tanaman (OPT) dan

masih rendihnyn akses | alam pertanian belum
pelavanan perizinan optimal
pelaku usaha pertanian

produksi pertanian serta | penanggulangan bencana

Pengetabunn pelaku
usaha pertanian terkait
pelayanan tzin usaha
pertanian masih rendah

Terbatasnya kualitas Tingkat kapasitas dan
pelayanan penyuluhan | kompeterisi SDM

pertanian pertanian. belum optimal

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kondisi yang belum optimal
terkait produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bogor. Hal int
menjadi masalah pokok vang dihadapi Dinas Tanamin Piangan,
Hortikultura dan Perkebunan dalam pelavanan kinerja Dinas selama
kurun 2025-2029. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnyas ini
adalah masih banyaknya perubahan fungsi lahan perfanian  vang
berarientasi teknis menjadi penggunaan non pertanian karena desakan
kebutuhan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Masih rendahnya kepemilikan lahan pertaman oleh petam di Kabupaten
Bogor schingga petani hanya sebagai penggarap, hal im menyebabkan
petani tidak dapat mengembangkan produk pertanion yvang berkualitas
sesial yang diharapkannya. Selain itu, belum optimalnyva pemenuhan
sarana dan prasarana infrastruktur pertanian vang disediakan padahal
kecukupan air irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam
budidaya pertanian. Kesuburan tanah dan perubahan iklim juga menjadi
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faktor vang mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas, terutama
di daerah Kabupaten Bogor Bagian Timur dan Barat yang menjaci rawan
bencana.

Belum optimalnyva pengembangan dan  pengetahuan SDM
sektor pertanian yakni pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi
hanya pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani
dan rendahnva kemandirian petani. Selain itu belum optimalnya minat
generasi muda terhadap sektor pertanian, hal i terlihat dan jumiah
petani millennial yvang bergerak di bidang perfanian,

Belum optimaliva pembinaan, pengembangan dan Kerjasama
kemitraan di sektoar pertanian. Faktor vang mempengaruhi kondisi ini
adalah masih tingginya ketérgantungan petani terhadap tengkulak, hal
ini terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem
budidaya vang cenderung memiliki marjin keuntungan relatifl kecil,
Keterbatasan akses pemasaran petani dan permodalan juga menjadi
faktor vang menentukan kemitraan di sekior pertaman dimana petam
vang memiliki modal usaha yang baik akan berorientasi pada hasil yang
aptimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka faktor
kunci keberhasilan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Peningkatan produksi  dan  produktivitas  tapaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

2) Peningkatan mutu sumber daya pertanian;
3) Peningkatan penerapan teknologl pertanian:

4} Pemanfaatan peluang pasar regional dan global, serta peningkatan
akses pemasaran dan permodalan petani/kelompok tani;

5) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tany;

b) Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (POPT dan Penyuluh)
maupun petani/kelompok tani;

7) Perbaikan bangunan pengelolaan air maupun mfrastruktur pertanian;

8) Peningkatan mutu hasil produk pertanian yang memenubi standar
dan berdaya saing;
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khususnva i

9 Penumbuhan kemitrnan dengan stakeholder terkait.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupsaten
Bogor mendikung Kabupaten Bogor maju dalam hal perckonomian dacral
serta tata kelola pemenntahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan
publik, penciptaan iklim investasi vang nyaman dalam rangka perludsan
lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran, dan kemiskinan
melalul pengembangan permodalan dan permasaran bapi wirausdha bsry,
UMKM serta pemberdaynan petani. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikuitura dan Perkebunan Kabupaten
Bogor yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pertanian

tanaman pangan,

hortikultura  dan

perkebunan, serta tugas pembantuan scbagaimana ditunjukkan pada Tabel

berikut -
o Progrum Tupeksi OPD Permasalahun
' Polayanan OPD | ponghambat Pendorang
@ 13 1) ] (6}
Mitlaksanalon
T IT T
pemerintohian
bidung prretanian
Fariaman pangnn,
Hortikubura dam
perkchiunan,
wErin tugan
L | pembantuan | 1
1. | Prograim Progrmn w.Tidnk a. Bemukin Iriovepal gl
Penyectinon dan Pemvedinim dan trmapninyg tingginya alih inrod i il
Pengembangan Peagrmbangnn tiarget produknd Nangad Iabsan, teknobog
Barnng Pertaninn | SBarans Pertanian dan b Meturunnya pertanian
produktvias kesiaburan Penitighutin
paedl terowvh (L) kualiten din
b, Munih tirgirirsyi pertinilan knantitin
ketergantungin | ¢ Penerapan |0M
petuny terhadap teknilop Pertanjumn
Bantiian pertanin : Kinsalidimi
pemerinlah lerbatns LIPT. SKPD
¢ Rendahnya d. Keterbuibmsin dan
pencapan kepetnililin Rementerian
teknolog ramuh laban petani Pettaniin
lingleumgan Crptisualinam
d Penanganan Sistem
pakca panon Perbienitinn
LEtamEn . Dukungan
prerkebiunng AngEaran ynng
mosili renikich metrradia)
€. Belum Keliljnkan
aptimalaya Pesrbuan gunan
pemeniihan Pertamunn
WD YRTIR, 1o
pertaman bagl taninel dan
petam s

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Horttkulturg, dan Perkebinan Kab. Bogor Tahun 2025-2029

11-32




Program Tupolkai OPD Permasalaban |
12 18] (L] : 15} (6]

f, Kurangnys
Petugas/
Aparmiur
Lapangan
Pertanian
{Penyuluh,
MOIT. PET)

X | Program Progrmm m, Manih a Rendahnya m Inovani dan
Penyedinan dan | Penyediann dan tingnya pengetalivan introduls!
Pengembangan Pengrmbangan ketergantunga | petari eitnolog
Prasazana Pranararns n petlan) ©. Pencrapan pertantan

terhadap telerrelogd b Peninghatan
Peftaninn Poranmn batitusn perlagian Kbt dan
petngrntah terduilas kuantias
. Belum d Reterbatason SDM
aptitmainya kepemilikan Pertanian
pemmenuhan Lnhnn petund o, Konsollidissi
Kby tulan 0. infrasteuahiur LPTI. SKPD
[rasHTRNG lnhan mamh dan:
pertaninn Lluarm barik Hementesiin
©  Prasarasi Pertinian
pertanin . Optimalisan
banyak yung Rintem
runak Perbernihan
e. Didompan
Angguran yang
memadin
f. Keh|jukan
Pembatigunan
Mertamim
yang tepat
mranisat dan
manaran

3. | Progmm n.  Feubahan o Menurunoys | a.  Inovas: dan
Pengendalian dan | Pengeadalian dan iklim yang kesubirah oo
Penisngiilangnn | Pesanggulangan tdak meneiiu | tanah (han) ieknilog
Baticana BElenicinn B, Benchna alim | pertnoisn. perttnian
Pertunian Pestinrtiden pettanion b Rendmhnvn b. Pemingkatan

e Hama dan progrtahiisn kualitan din
penyakil pada | petanl kuantitan
tandimman ¢. Poneriypan oM
pangan, teknologi Pertanian
hartikuttura | pertianian € Kansolidisi
dan terhatan UBETD, SKI1'D
petkebilinan di Inovasi dan

teknoiom emenieran

hartikulturs Pertantan

lretum d, Uptitnilisasi

' Himtem

dengan bade di Perbenibian

[t . Pukusngpn
Angranin yiang
mirmad

f. Kobijulan
Pembmgunan
Pertanun
vanj tepal
manfun!, dan
ke Aasarnn _

4, | Program Progrmm a  Masih e Helum #. Inovasi dog
Pugpringn Usabin | Persinan Usiihu renidahinva Entoriaiinam introdukisi
Pt taniun Pertatian wertifikoi nre irknalog
Proyram ketun Prinpunai pertanian

pertustian Divisae Mol
perifinan
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- . TR Faktor
No ""_'""“““ Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
@ i8) | O CH  I—
. b Hetum b.  Belum w;“"
optinalnya wptimalisys iaw diin
Primi 111 plnerapat kuintitas
GAP elan S0OM
ik Pertarniian
Konsolidssi
UPTD, SKI'D
itan
Pertaniun '
Sisteny
Perbeniban
Erakungad
Anpgparnn
YU
memadiu
Rabjabean
Pembanguna
a Pertinian
yunR tenat
manfaal dan
ALY
5 | Program Program ‘o Perom dan o SDM Inovas: dan
Fenyuhihan Penyuluhmn fungmi UPT/BPP | penyulub mitrodu ks
Pertaninn Pertanian helusm optimal, | pertanlon treienaloyg
b Keteriedinin seitakin peirtanian
sicmbweridiyn berfzrang Paningloatan
mnnNs ‘b, masih kiiplitan dan
prettan i renduhiny g beunstiias
« Kuramgnya Reupaditn ST SO
Priumas Poptaniom Pertitrian
Aparatir - Sarana Kemsalidan
Liapangan penyilluh yang LT, SKPD
Pertartim Lt bk tin i
[Penyutub, et e g Kementeran
POPT, PBT) n ilmu Pertanian
A Kotypetenn pengrichuan Dk ngn
aparatur divas dian Tekhnokid A pgarsr
helum yang reriambal Vang
sepemishriya €. Sikap Tk
merata din snisypaakio Kelrialkan
sesual dengan | yang Pembarnguna
yang tradisiona) n Pertanian
ciharapkan £ helompok Fang tepal
kepentingun manfud dun
sahiran

Menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

tujuan pembangunan daerah yaitu :

1). Peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat; 2), Kesempatan kerja; 3). Lapangan berusaha;
4). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5) Daya

saing dacrah.

Sebagaimana

telah

ditetapkan  dalam

tujuan

pembangunan dacrah yang diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1)
pemerataan  pendapatan masyarakat,
meningkatkon akses dan

adalah  peningkatan
kesempatan  Kerja,

dan

lapangan  berusaha,
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kunlitas pelayanan publik dan dava smng deerah. Tujuan ini
diselaraskan dengan tahap pembangunan di Kabupaten Bogor sesuai
dengan amgnat RPJPD Tahun 2025-2045 pada lahapan pertama
(tahun 2025-20249), vaitu tahapan fondasi, dimana tahapan im
dasar pembangunan dengan menjaga
kesinambungan pembangunan serta  meningkatkan capaian  kinerjn
yvang belum optimal. Berdasarkan hal
pembangunan  daerah mengalami perubahan. sebagaimana Tabel

tenjadi pelaksanaan

tersebut, tujuan

berikut ;
Tujuan Tujuan
Pembangunan - Pembangunan
Sebelum Setelah

Terwujudnya Indeks -

Pelnvanan Publik Pembangunan

vang Berkualitas Manusin ([PM)

Terwujudnya Tata Indeks Terwujudnva Tata Indeks

Relola Reflormas: Keloln Refurmas

Penvelenggaramn Birokrnsi Penyelenggirasn Birokiasi

Pemenntahan yvang {IRB) Pemerintahan Yang (IRE)

Baik Baik

Terwujudnya Produk Terwujudnyn Produk

Kabupaten Bogor Domestik Kabupaten Bogar Domestik

yang Berdaya Samng | Reglonal yang Berdava Saing Regonal
Bruto (PDRB) Bruto
Atas Dasar (PDRB) Atas
Harga Dasar Harga
Berlaku Berlaku
(ADHB) (ADHB]

Terwujudnya Daya Indeks Terwujudnya Daya Indeks

Dukung Kualitas Dukurig Lingkungan Kunlitas

Linglkungan untuk Lingkingan untuk Mendorong Lingklungan

Mendorong Hidup (IKLH) Pertumbuhan Hidup (IKLH)

Pertumbuhan Ekononu

Ekonoimi

Sumber ; Hﬁﬂ Penyelarasan Antar Dokumen (Bappedalitbang, 2024)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas tidak lag
menjadi tujuan pembangunan daerah hingga tahun 2026, dengan
pertimbangan  bahwa  berdasarkan  hasil  penvelarasan
dengan substansi RRJPD Tahun 2025-2045, tojuan tersebut
baguan dari  tujuan  Terwujudnya Tata  Kelola
Penvelenggaraan vaitu  sasaran
Meningkatnya Pelayanan Publik. Perubahan ini menjadi bagian

menjadi

Pemenntahan yang Dbaik,
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dari penyelarasan pada kinerja mandatory RPIPD Tahun 2025-
2045 yang semula menggunakan indikator IPM untuk mengukur
kinerja  tujuan, menjadi  indikator sasaran  meningkatnya
pelavanan  publik  pada  tujuan Terwujudnya Tata  Kelola
Penvelenggarann Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan sasaran pokok RPIPD Kabupaten Bogor
Tahun 2025-2045, khususnya tahapan pertama (tashun 2025-
2029), tujuan dan sasaran hingga tahun 2029 menjadi bagian
dari tahapan fondasi, yaitu bahwa dasar pelaksanaan
pembangunan adalah menjaga kesinambungan pembangunan
serta memngkatkan capaian kKinerja yang belum optimal dengan
langkah-langkah :

1). Pengembangan kompetensi SDM;
2). Pengembangan potensi ckonomi daerah;

3). Peningkatan kKualitas akuntabilitas penvelenggaraan
pemerintah;

4). Transparansi penyclenggaraan pemerintahan daerah;

5), Pengembangan konsep masvarakat Bogor berbudava dan
peduli ingkungan;
6}, Penataan polensi unggulan Kecamalan:

7). Penataan sarana prasarana dasar secara merata;

8). Penataan penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi
dan  lingkungan serta  tata kelola pemerintahan  vang
berkelanjutan.

Sesum  tupoksinya, kebijakan Dinas  Tanaman  Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan mengacu kepada rencana  strategis
Kementerian  Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Barat, seria Dinas Perkebunan Provinsi
Juwa Barat.

Pada RPJPN Tahun 2025-2045, pembangunan nasional
diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia vang mandiri,
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maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan berbagan
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian
vang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
vang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pangan dan pertanian masih menjadi sektor penting
dalam  pembangunan ckonomi nasional, dimana kondisi saat ini
kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, sementara kendals dan
tantangan produks: dalam negen semakin memngkat,  harga
komoditas pangan relatif tinggi dan cenderung meningkat, seria
cadangan beras pemerintah menurun. Dalam periode ini akan terjadi
perubahan sistem aniara lan vaitu ;

1. Pertanian tradisional menjadi Sistem Pertanian Modern dengan
arah yang dituju memproduks: bahan pangan dengan kualitas
sesuni  kebutuhan pasar, komoditas bernilai ckonomi tinggi,
produktivitas tinggl termasuk  produktivitas ekonominya, dan
rameh lingkungan.

2, Swasembada pangan (self-sufficiency) menjadi berdaya saing
fcompetitiveness).

3. Perubahan dari konsumen pangan olahan menjadi produsen
pangan olahan.

4. Dan ketahanan pangan menjadi ketahanan pangan dan gizi.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian nasional vaitu ¢

1. Infrastrukiur pertanian dan perdesaan;

o

SDM dan teknologi pangan;
Penataan ruang,
Pengembangan aqua-based foods.
Peta Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 adalah
sehaga berikut
I.  Meningkatnya pendapatan keluarga petani

‘ol o

2. Meningkatnya ketahanan pangan nasional;
Meningkatnya nilai tambah dan dava saing komoditas pertanian
nastonal;
4, Stabilnya harga Komoditgs pertanian strategis;
b. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
0. Terpenuhinva kebutuhan pangan strategis nasional;
0 Dimanfaatkannya inovasi teknologi;
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8. Tersedianya imfrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan;

9,  Terkendalinya penyebaran OFT dan DPI pada tanaman;
Meningkatnya penerapan  pengelolaan pertanian  terpadu  di

10,

pedesaan;

11,
12,

Pertanian.
Adapun telanhan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Dinas Provinsi/ Kabupaten /Kota sebagai berikut ;

Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;

Terwujudnva reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Wmﬁm | Sebagni Fuktor
RENSTRA K/L | Peinyknan Dind
Na e pdd bt TUPOKS] OPD "ml Beals “‘""“'m'* T Eorsn
. Lol Kak' Pengha Pendorang
__Bogor _
1 | i Pengembangan . Produksi . Menmpgkatmva  |o Ketorbitasan | n. Komiitmen
Padi 58,00 jutu Prodduksi Kisrutsaktin ik pimpinan  serta
tain Tt lingkungnn dan g Jujarannyn
b Pengembangan AT, perubahan pembmmgunan dolam
Jigguirig 26 jut ortikutm ki global perianian peningkatan
ton dan b Rurengnyn b. Semakin prociuks dan
. Pengembamin perkebunan kelomseduum tingginye alih produkiivitas
kedelai 0,30 juta 739,401 Tan infrastruktur, fungs lahan bh. UL No, 41 Thn
tom b, Produktivites SATANO o, Menurunnyn 2004 temiatiy
d. Pengembangan tanaman 6,80 TRSaTANG, kesybumn Lohan Pertanian
bawang merih ton/ha han, dan air. lxhan pertinian Abadi dan Perda
oA jute ton o Status dan luss | d Kermasakan Provinsi Jawa
e. Pengembangan ke psemitikan infrastruktur Barut No. 27 Th.
cubat 272 juta lahan petani jaringun irigasi 2010 Tentang
ton sargal terbatas, | ¢ Menurunmyus Perlindlngun
[ Pengembiingan d. Menurunnya minst generasi Labnn Pertanian
bawang putih kesuburun tinah muda terhadap Pangan
1045 Juts ton | L Tz schkior pértualio Berkelurjulan
i Pengembangan portanian. TPH . Peninglontan
gula webhu 2,50 c. Sisteni I, Aksesibilitus kuantitas  dan
jutn tom perbenihan dan petani terhadap kualitas
e Pengembangor perbabitin surnna produks Sumberdayn
kikao 780,90 nasiaral belum dan permodaian Manusia
ribu ton berjalan optimal. terbatns Pertaninn
i, Pengembangnor [ Keterbotasin i Thrgbat d, Revitalissi
kopi 795,45 nbu akses petani kehilamgan hasil infrastrukiur
o terhadnp masih tinggi pertanian
permodalan dan | b Keterbatasan e Peniptapan
tmasily tangginye jumlnh petugas teknolog ramah
suku bunga lapungnn linglungan
usahatani. (penyuluh,
i Lemahnya POPT, PFRT)
kupasitas dan
kelembapaun
pertuni dan
penyulub,
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Permasaluhan Scbagal Puktor
i i Pelayanun Dinis
PD Provinsi TUPOKSLOFD |t rtikcuttura dan Penghambat Pendorong
Perkebunon Rab. '
Bogor,
@ | (3 ] 15) . (]
h hurang
optimalnye
Kinerja dan
pelavanan
brrokrusi
peringian.
pmd u-‘um . Produktivitas | a. Kurangnya 4, Semukin o [Korhitrien
Lramin tnnman ketersedinan Hngrinye alik pimpinan serta
parigan dan plangan, infrastrukiur, fiisgsi lahan jujlrinnva
hartikultura = hormikuliura surari . Menurunnvi taliars
12.802.956 Ton dan prasarann, kesuburun peninglatun
perkebunan» lahan, dan uir lnhan pertanian produks dan
7:22 oo/ ha b Sratus dan luss . Kerusakan produktivitns
b, Produks: kepemilikan infrastrukour b. UU No- 41 Thn
tanamsan lnhan petioni JREImgan g 2009 tentnng
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Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat vang berkaitan
dengan  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
yvaitu  Meningkatkan
Produktivitas dan Dava Saing Ekonomi Umat vang Sejahitern dan Adil
Melalui pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan pusat-
pusat Inovisi sertn Peluku Pembangunan. Adapun strategi bidang
pertanian yvaitu :

Kabupaten Bogor

aclalah  Misi

Keempat
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. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat;

2. Mengembangkan INOVASI untuk peningkatan
produksi/produktivitas  dan  nilai  tambah  hasil pertanian,
kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu

|. Meningkatkan ketersedinan, akses distribusi, keamanan dan
penguatan cadangan, serta konsumsi pangan vang beragam;

2. Revitahisas: lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan  dmu
pengetahuan dan teknologl, serta pengembangan sumber daya
manusia;

3. Mengembangkan' unit  pengolalaan  butan rakyal lestan  dan
meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui  perhutanan
sosial.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025-2029 antara lain yaitu :

1. Reformasi sistem keschatan daerah;

2. Pemulihan dan  pertumbuhan ckonomi kerakvatan berbasis

inovasi;
3. Penguatan sistem kelahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
4. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;

10. Pengembangan  infrastruktur  koncklivitas  wilayah  dan
pengelolaan lingkungan hidup,

I'l. Pengembangan destinasi dan infrastrukiur pariwisata.

Dalam Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan
bahwa tujuan penataan ruang adalith untuk mewujudkan : (a)
terselenggaranya pemanfaatan ruang wilavah yang berkelanjutan dan

berwawasan ingkungan sesual dengan kemampuan dava dukung dan
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duva tampung hngkungan hidup vang selekuf, efektfl dan efisien,
melalui pembenian Building Coverage Ratio (BCR) vang rendah pada
kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas
hngkungan pada kawasan lindung sebagal kawasan konservasi air dan
tanah, melalul program rehabilitasi lahan, dengoan kegiotan vegetaufl
dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat
mengganggu  fungsi  kawasan; (¢) tercapainya  pembangunan
nfrastrukiur  yang dapat mendorong  perkembangan  wilavah dan
perckonomian masvarakat khususnva pada daerahi-daerah tertinggal
dan terisolasi guna menckan migrasi dan desa ke kota dengan
pengembangan  desa-desa potensial, (d)]  pembangunan  dan
pengembangan  perkotaan  berhirarkis yang dibentuk  oleh  sistem
juringan antara kegintan perdesaan dan perkotaan internal daerab dan
cksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan

Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (o) 1erwujudnya rencana tatd ruang

vang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem koti-kota.
Kebijakan pengembangan struktur ruang vang telah ditetapkan

dalam RTRW meliputs: (a) peningkatan akses pelavanan perkothan dan

pusat pertumbuhan ckonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan

(b} peningkatan kualitay dan jangkauan pelayvanan jarngan prasarana

transportast, telckomunikasi, energl, dan sumber dava air yvang terpadu

dan merata di seluruh wilayah daerall, Kebijakan pengembangan pola
ruang vang felah ditetapkan dalam RTRW meliputi :

1) Kebijjakan  pengembangan kawasan  lindung  dalami  rangka
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan pencegahan dampak negatil kegiatan manusia vang dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

2) Rebijjakan  pengembangan  kawasan  budidaya, dalam rangka
perwujudan dan peningkatan keterpaduan den keterkaitan antar
kegiatan budi dava dan pengendalian perkembangan Kkegiatan
budidava agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
hngkungan;

3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi
o pengembangan  Kawasan  strategis  puncak  sebagai kawasan

strategis  lingkungan hidup vang berperan sebagal kawasan
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andalan panwisita melalul pembatasan pemantaatan ruang yvang

lebih selektif dan efisien:

o pengembangan  kawasan  strategis  industri sebagai  kawasan
sirategis sosial ekonom melaln penataan dan pemanfastan ruang
serta pembangunan  jaringan  infrastrukiur yang mendorong
perkembangsan kawasan;

o pengembangan kawasan strategms pertambangan sebagar Kawasan
strategis  Imgkungan hidup yang berperan schagai kawasan
andalan sumber daya alam melalui konservast bahan galian; dan

e pengembangan kawasan strategis lintas admimisirasi kabupaten
sebagai kawnsan strategis sosial ekonomi melaluil sinkronisasi
sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui (a)
strategi  untuk  pemeliharaan dan  perwujudan  kelestarian  fungsi
lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan vang berfungsi lindung
di dalam kawasan hutan doan kawasan lindung di luar kawasan hutan
serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung vang
telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka
mewujudkan dan memelibara keseimbangan ekosistem wilayah: (b)
strategi untuk pencegahan dampak negatil kegiatan manusia yang
dapat  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  hidup  meliputi
penyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup, periindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan
perubahan dan/atau dampak negatil yang ditimbulkan oleh suatu
kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya; perlindungan kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke
dalamnya; pencegahan terjadinva tindakan yang dapat secara langsung
alau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan
yang mengikibatkan lingkungan hidup tidak  berfungsi  dalam
menunng  pembangunan vang  berkelanjutan;  pengendalian
pemanfantan sumber dava alam secara bijaksana untuk menjamin
kepentingan generasi masa kini dan generasi masa vang akan datang
pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin
pemanfaatannya secara  bijaksana dan sumber dava alam yang
terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan
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tetap memeliharn dan  menimgkatkan  kualitas mla serta
keanckaragamannya; dan pengembangan kegiatan budidaya yvang
mempunyai daya adaptasi bencana di kawasin rawan bencana.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan melaln (a)
strategi untuk  perwujudan  dan  peningkatan  keterpaduan  dan
keterkaitan antar kegiatan  budidaya, meliputi penetapan Kawasan
budidava yang memiliki nilai strategls nasional untuk pemanfaatan
sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di
dalam bumi secara sinergis untuk mewuiudkan  kescimbangan
pemanfantan ruang wilayah; pengembangan kegatan budi daya
ungeulan di dalam kawasan beseria prasarann secara sinergis dan
berkelanjutan  untuk  mendorong  pengembangan  perckonomian
kawasan dan wilayah sekitarnva; pengembangan kegatan budidaya
untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial
budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan perigembangan dun
pelestanian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan
ketahanan pangan  nasional; (b)  strategi  untuk  pengendalinn
perkembangan kegatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan, meliputi pembutasan perkembangan
kegiatan  budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk
memunimalkan potenst kejadian bencana dan potensi kerugian akibat
bencana; pengembangan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan
pemanfaaatan rudang secara vertikal, pengembangan ruang terbuka
hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga pulub persen) dar luas
kawasan perkotasn; dan pembatasan  perkembangan kawasan
terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan  tingkat
pelayanan  prasarana dan  sarana  kawasan  perkotaan  serta
mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sckitarnya; dan (o)
strategl  uniuk pengembangan fasilitas  perkotaan vang dapat
mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perckonomian daerah dan
dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Strategi pengembangan kawasan strategis dinrahkan agar kawasan
vang dimaksud dapat membeni pengaruh positif terhadap kegiatan
ekonomi, sosial, budaya, dan pelestaran lingkungan, antara lain
pengembangan kawasan strategs Puncak sebagai kawasan wisata dan
konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian  lingkungan
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hidup; pengembangan kawasan strategis industn sebaga kawasan yang
dapat mendorong masuknya investasi melalul regulasi, perizinan, dan
pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri;
pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalun konservasi bahan
galinn  dengan  pengembangan  industri pengolaban  yang  dapat
memberikan multiplier effect kepada masyarakat sekitar dengan tetap
mempertahankan pelestarian lngkungan hidup; dan pengembangan
kawasan strategis  lintas  administrasi daerabh  untuk sinergitas
pemanfantan rusng  dan  pengembangan infrastruktur  wilayah
perbatasan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan raang wilayah
meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah, (b strategi
pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, (c] strategi
pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, (d)
strategi  pengembangan sistem  prasarana  wilayah. (e] strategi
pengembangan pola ruang wilayah, () strategi penatagunaan tanah,
penathgunann air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber
daya alam lainnyi.

Rencana struktur ruang wilayah meliputi @ (a) sistem pusat
permukiman perdesaan, (b) sistem pusat permukiman perkotaan, dan
(¢) sistem prasarana wilayah. Rencana pola ruang kawasan lindung meliput
{a) penciapan kawasan lindung dari luas wilaynh doerah yang meliput
knwasan yang berfungsi lindung di dalam kKawasan hutan dan kswasan yang
berfungsi lindung di luar kawasan hutan; (b) mempertahuankan kawasan-
Kawasan resapan air atau Kawasan yvang berfungs: hidrologis untuk menjamin
Ketersediaan sumber daya air; dan (o) pengendalian pemanfaastan ruang di
luar kawasan hutan schingga tetap berfungsi lindung.  Kawasan yang
berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdin dari Hutin Konservasi (HEK)
dan Hutan Lindung (HL) dari luas wilayah daerah. Kawasan yang berfungsi
lindung di luar Kawusan Hutan (KL terdin dari kawasan lindung lamnva di
lnar kawasan hutan, yung menunjang fungsi lindung dar luss wilayah
daerah. Hutan konservasi (HK) terdiri dari taman nasional dan taman wisata
alam.

Kawasan lindung terdii  dari kawasan wyang memberikan
perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat;
kKawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan perlindungan
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plasma nutfah; kawasan cagar budava dan ilmu pengetahuan; kawasan
rawan konservasi geologi: dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan vang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya meliput) :
i) kawasan hutan vang berfungsi indung (HL), terletak di sebagian :

1. Kecamatan Sukamakmur;
kecamatan Parmijahan;

N

Kecamatan Nanggung,
Kecamatan Sukajava;

Kecamatan Jasinga: dan

o -

Kecamatan Cigudeg; dan

bl kawasan resapan air, terletak di sebagian :
Kecamatan Nangeung;

Keenamatan Leuwiliang:

Kecamatan Leuwisadeng;

Kecamatan Pamijahan;

Kecamatan Tenjolaya;

Kecamatan Tamansan;

Keeamatan Klapa Nunggal,

Kecamatan Cisarua;

L2 & NS s U=

Kecamatan Ciawi;

—
.
e

- Kecamatan Megamendung;
- Keeamatan Caringin,

| s -

- Kecamatan Cyeruk;
. Kecamaian Cigombong;
- Kecamatan Babakan Madang

—
o o= W

. Kecamatan Cariu;

o

- Kecamatan Jonggol;
. Kecamatan Sukamakmur; dan

—
w =~

. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan
sungal: kawasan sckitar waduk/situ; kawasan sckitar mata  air
kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; kawasan terbuka
hijeu; dan kawasan sempadan jalan, Kawasan suaska alam adalah
cagar alum Arca Domas i Kecamatan Megamendung: cagar alam
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Dungus Iwul i Kecamatan Parung; dan cagar alam Yanlapa di
Kecaomatan Rumpin.  Kowasan  pelestarian  alam  meliputi Taman
Nasional, dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional yaitu
Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak o
sebagian  wilayah Kecamatan Leuwilinng, Kecamatan Nanggung,
Kecamatan  Sukajaya, Keeamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk,
Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolava, dan Kecamatan
Pamijahan; Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango,
terletak  di sebagian  wilayah  Kecamatan Cisarua, Kecamatan
Megamendung, Kecamaton Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan
Cigombong.  Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam
Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang, dan Taman Wisata
Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua,

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi Taman Safari
Indonesia di Kecamatlan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi;
dan Gunung Saluk Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas,
dan Kecamatan Cibungbulang.

Kawnsan Pertanian Lohan Basah (LB) merupakan sawah beringasi
teknis vang direncanakan sebagai lnhan sawah produktif, terletak di
scbagan ;

a. Recamatan Tenjo;

b. Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Parung Panjang;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Nanggung:
Kecamatan Rumpin;
Kecamatan Leuwiliang;

=® =5 an

Kecamatan Leuwisadeng;
Kecamatan Cibungbulang:
Recamatan Pamijahan;

o R

Recamatan Tenjolaya;

m. Kecamatan Ciampea,

n. Kecamatan Rancabungur;
0. Recamatan Kemang;

p. Kecamatan Parung;
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q. Kecamatan Ciseeng,

r. Kecamatan Gunung Sindur;

. Kecamatan Dramaga,

t. Kecamatan Ciomas;

u. Kecamatan Tamansari;

v. Kecamatan Caringin;

w. Kecamatan Cijeruk;

X. Kecamatan Cigombong:

y. Kecamatan Ciawi;

z. hecamatan Klapanunggal:

an. Kecamatan Clleungsi;

bb. Kecamatan Jonggol;

cc. Kecamatan Sukamukmur;

dd. Kecamatan Cariu; dan

ce, Kecamatan Tanjungsari.
Kiawisan Pertanian Lahan Kering (LK) dapat berupa sawah tadah

hujan dan lahan vang tidak berpengairan irigasi, terletak di seboagian :

Kecamatan Tenjo;

Kecamatan Jasinga;

Kecamatan Sukajaya;

Kecamatan Cigudeg;

Kecamatan Parung Panjang

Kecamatan Rumpin;

-~ @ a n oW

Kecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Leuwisadeng:

7 =

Kecamatan Pamijahan;

Kecamatan Rancabungur;
k. Kecamatan Sukaraja;

Recamutan Caringin;

m. Kecamatan Cijeruk;

n.  Kecamatan Cisarua;

6 Kecamatan Ciawi;

P Recamutan Megumendung;

g Kecamatan Babakanmadang:

r Kecamatan Klapanunggal:
5 Kecamatan Citeureup:
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<

g B

A

Kecamatan Jonggol;
Kecamatan Carnu;
Kecamintian Sukamakmur; dan

Kecamatan Tanjungsan.

Kawasan Tanaman Tahunan (TT) terletak di sebagian ¢

Kecamatan Tenjo;
Kecamatan Jasimnga;
Kecamatan Sukajaya;
Kecamatan Nanggung,;
Kecamatan Cigudeg;
Kecamatan Parungpanjang,
Kecamatan Rumpirn;
Kecamatan Tenjolaya;
Kecamatan Cibungbulang:
hecamatan Leuwiliang;
Kecamatan Pamijahan:
Kecamatan Tamansari;

. Kecamatan Gunungsindur:

Recamatan Cisarua;
Kecamatan Megamendung;
Recamatan Cldws;

Kecamatan Babakan Madang;
Kecamatan Klapa Nunggal;
Kecamatan Jongegol;
Kecamatan Sukamakmiur;
Kecamatan Cariu; dan
Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Perkebunan (PB) terletak di sebagian

Kecamatan Jasinga;
Kecamatan Nanggung;
Kecamatan Sukajava;

d. Kecamatan Cigudeg;

rl
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Kecamatan Kemang;
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Kecamatan Carmgin;

1. Kecamatan Ciawi;

k. Kecamatan Cisarua;

I Recamaton Megamendung:
. Recamatan Sukamakmur;
n. Kecamatan Cariu; dan

o, Kecamatan Tanjungsari.

Rencana Tata Ruang Wilayah i diharapkan menjadh pedoman
bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan
di berbaga sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran
dengan kabupaten/kota dan bersifat saling elengkapi serta selaras

8

serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah (RPJMD), dan Rencans Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah (RPJPD] serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditclaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan
rencana  struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan
sistem  pusat  permukiman  perdesaan; sistem  pusal  permukiman
perkotaan; dan  sistem  prasarana wilavah, Namun  dalam
implementasinya masih ada yang berbeda, schingga masih terdapat
berbagai isu strategis vang perlu ditangani secara sistematis dalam
kaitan dengan penataan ruang ini.  [su pertama adalsh masih adanya
penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Karenanya,
RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menctapkan lokasi
pembangunan. Isu  selanjutnya  berkaitan  dengan  semakin
meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan Konversi
lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan
ckonomu seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosinl budava.  Alih fungsi
lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnva fungsi
hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan
bahkan semak belukar, dan berubahnyva fungsi sawah menjadi fungsi
permukiman dan budidava lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya
mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya,
sehinggs  berakibat  pada  semakin  menurunoya produksi  dan
produktivitas pertanian dan Kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan
secara  berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannva dapat
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mengakibatkan terjadinva degradasi lahan, sehingega mengakibatkan
peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusa dan lain-
lain. Mengingal scktor pertanian dan lingkungan alam masibh menjucdi
keungmilan Kabupaten Bogor, maka kondisi pertanian dan lingkungan
yvang semakin  menurun akan mengancam Ketahanan pangan
Kabupaten Bogor. Kondisi imi menuntut Dinas Tanaman Pangan,
Hortileultura dan Perkebunan untuk semakin kreatil dalam merancang
berbagas upaya perbndungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan
pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan
lain vang merugikan pembangunan pertanian daerah. Adapun telaah
RTRW pada rancangan akhir RPRJMD sebagai berikiit ¢

No | Kebiliakan BTRW
i I —ion cmos - -H.:- ol
(s 8

Kawasan Epﬂ-ﬂ fungs: 1. Belum a, Dijadikannya
Peruntukan Kidwasarn lahan bukan ditetapkannya RTRW
Kewenangan 2. Fertumbahian Bogor dasar
Dinas f:""d“d“k peryusunan
‘ Tanaman ahiipaten LP2B
Pangan, : :gu_: semakin b. Kebutubn
Hortikultura meninghat akan
dan A Erlumr ketersediann
Perkebunan tersedianya pangan yang
turunmn atau semalitn
Mwn meningkat
Operasional seiring
mengenal meningkainya
rotoa pertumbuhan
penduduk

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu-isu  strategis  didasarkan analisis  terhadap
permasalaban  pelayanan  yang mempengaruhi  peloyanan  Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, antara lain yaitg -
Belum optimalnya produksi pertanian.

Selain itu, perumusan isu-isu  strategis juga didasarkan pada
analisa kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta
memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan
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mnternal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal,
serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strateg:.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal

dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan

program dan Regiatan yang diprioritaskan selama lima tahun (2025-

2029) agar dapat mencapal tujuan vang telah ditetapkan. Isu-isu

strategis vang diperoleh yaitu @
. Striateg S5-0

a.

Perigemnbarigan  komoditas unggulan vang berpeluang pasar
tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian;
Peringkatan kualitas hasll olahan produk pertanian yang
memiliki peluang pasar tinggi;

Optimalisasi  pengembangan sentra agribisnis  dengan
memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan
tinge dan lembuga penelitian;

Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam
mengembangkan  pertanian  dengan  memperhatikan  kaidah
konservasi;

Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan beserta aparaturnya sebagni  regulator  dan
fasilitator masyarakat pertanian;

Optimalisasi kebyakan pemerintah daerah dalam pengembangan
pertanian.

2. Strategi W-0

Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan  Perkebunan  dalam
pengembangan pertaman;

Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian;
Memmngkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui
standur operasional kegintan,

3. Strategi S-T

i

Optimalisasi pengembangan komaoditas unggulan menjadi sentra
agribisnis;

Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur
penggunaan lahan dan pencegahan alith fungsi lahan;

Renstra Dinas Tunaman Pungan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab, Bogor Tahun 2025-2029
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¢. Optimahsas: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan dalam pengelolaan potensi pertanian;
Optimalisasi  sumber daya pemerintah daerah  untuk
meningkatkan produkst dan pengelolaan pertanian.

4. Strategi W-T

i

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk
peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian;

Pemantapan duta sebagm dasar pengelolaan pertanian  dan
kehutanan,

Berdasarkan hasil review [aktor-faktor pelayanan Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan vang meliputi © analisa
renstra Kementrian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dan analisa Rencana Tata Ruang
Wilayah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi olch
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bogor sebaugui berilout ;

3

N

5‘“

10,

Peningkatan  produksi  dan  produktivitas  tapaman  pangan,
hortikultura dan perkebunan;

Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan dalam menghadapi persaingan pasar
global;

Pencegahan  dan  Penanggulangan  Gangguan  Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT] maupun Dampak Penanggulangan
lclim (DPI):

Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastrukiur,
sarana prasarany, lnhan, dan air;

Peningkatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan:
Peningkatan akses pasar dan permodalan bagi petani dan
kemampuan sumber dava manusia pertanian;

Penguatan  dan  pemberdayaan  kelembagaan petani  dan
penyuluhan;

Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
Peningkatan akses pemasaran dan penurunan tlingkat kehilangan
hasil pertanian;

Pelayanan ijin usaha pertanian.
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BAB 111
TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor Tehun 2025-2029
Tujuan adalah sesualu yang akan dicapai atau dibasilkan
dalam jangka wakiu mendatang, Tujuan strategis ditetagkan dengan
mengaci kepada pernyataan visi din mist serta didasarkan pada isu-
isu dan analisis Imgkungan stratepis schingga dapat mengarahkan
perumusan strategl, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan visi dan misi,  Berdasarkan tujuan yang akan
ditetapkan, maka Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikultura  dan
Perkebunan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-ha! vang
harus  dicapal  dalam  kurun wakitu ertentu dengan
mempertmbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,
serta faktor ingkungan yang mempengaruhinya,

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  Perkebunon
Kabupaten Bogor melakukan perubahan tjuan Dinaes, yang awilnva
Menmghkatnya  dava sang  produk  pertanisn  tanaman pangan,
horukulture  dan  perkebunan menjadi  Meningkatnya  produksi
pertanian, hal inl didasari atas adanyva Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kiasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan din Keuangan Dagrah.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Rabupiaten Bogor pada Tahun 20252029 yaitu meningkatnyva
produksi pertanian, dengan indikator tujuan yaitu produksi tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan menggumakan rumus
sebagai berikut:

| Produksi = Jumlah produksi tanaman pangan hartikultura dan
perkebupan (ton)

Produksi = Luss panen x Produktivitas

ﬁ.
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Keterangzan -

Luats panen merupakan hasil dan luas tambah tanam (data
turiggal).

Produktivitas merupnkon pembagian dart produksi dengan
lwas panen yvang diperoleh dan hasil ubman [sampel) pada
area paten seluns 2.5 x 2.6 m2 (data tungeal), schingga
porbilungan produktivitas adalah Produksi / Luas Panen.

Produksi wanaman pangan  hortikulture dan  perkebunan
dihitung berdasarkan Sasaran Pertanian (SP) Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan  Perkebunan, namun Distanhorbun
menyesuatkan target indikator kinerja vang disusun wmhun 2025
2029, karena perhitungan BPS dengan metode KSA  [Kerangka
Sample Area) voang diukur menggunakan satelite hasilnva jauh
berkurang dibundingkan dengan metode SP (Statistik Pertanian).
Oleh Karena itu, Distanhorbun melakukan penyvesunian, Tujuannya
agar dapat dihitung secara terukur, spesilik, mudal dicapai, dan
rasional untuk jangka wakiu tiap tahunnya

3.2 Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029
Sasaran merupakan penjabaran dart juan, vaitu sesuatu
vang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembagn dalam jahgka wikt
tertenty.  Suxaran adalah salah satu dasar di dalam peniludon dan
pemantauan  Kinerjn  schingga merupakan  alal pemicu bagi
arganisasi terhadap sesualu yang harus dicapai,

Sejalan  dengan  tujuan dacrah kedua yaitu  Meningkatnya
Produktivitas Ekonomi Daerah  dengan  sasaran  daerah  yvaitu
Meningkatnya Ketahanan Pangan, maka [Dinas Tanuman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan merumuskan tujuan yang selaras
dengan sasaran daerih yvaitu meningkatnya produksi pertanian,
adapun perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacyu pada tujuan dinas vang
akan dicapal. Adapun sasarien dinas tahun 2025-2029 sebagod
berikut ;

‘h
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(1} Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, horttkultura dan
perkebunan, dengan indikator sasaran schagai alat ukur dalam
pencapalannya
(4] Produktivitas  pertanian  per hektar  (ton/hal;  Dalam

mengukur tercapainya indikator Kinerja sasaran di stos,
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  Perkebunan
Kab. Bogor menggunskan perhitungan sebagai berikut -

Produktivitas merupakan pembagian dari produksi
dengan luss panen vang diperoleh dari hasil ubinan
(sampel] pads area panen seluas 2.5 x 2.5 m2 (data
tunggal), schingga perhitungan produktivitas tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan diambil dasi luas
produks seluruh komoditas dibag luas panen seluruhb
komoditss

Tujuan, sasaran, dan cascading kinerja pelayanan pada renstra Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025-2029 terlampir,
Perubahan kinerja tujuan dan sasaran vang diukur dengan indikator tortentu
merupakan bagiin dan upaya Pemenntah Kabupaten Bogor menyelaraskan
seluryh aspek, baik sebagai tndake lanjut dari penetapan RPIPD Kabupiten
Bogor Tahun 2025-2045, implementasi prioritas pembangunan berdasarkon
vist dan mis Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2024, serta faktor-
faktor lainnya yang terjadi secara dinamis dalam kurun waktu pelaksanaan
REIMD tahun 2025-2029, Adanva penyelarasan tersebut, sedikit banvak
berdampak pada penetapan strategi dan arah kebijakan sema program
priotilas.

3.3 Amh Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka Kerja
untuk menyelesailkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 1su
strutegis daerah/perangkat  daerah yang dilaksanakan secars bertabap
sebagai  penjabaran  strategi.  Arah Kebgakan  juga  merupakan
Operasionalisasi/fokus dari strategi agar lebih terarah dalam mencapu
tujuan dan sasaran pembangunan. Sebagai fokus, arah kebijakan terdini dari

M
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lokus/tempat, dimens, dan target. Dalam rancangan akhir ind, di samping
mendukung arah kebijakan vang telah tercantum dalam RPIMD Tahun
200252029, juga telah mengakomodir substansi RPJPD Kabupaten Bogor
Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (Tahun 2025.2(029), substansi misi
asta cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan Program/Sasaran Prioritas
Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 20252029,

Kebijakan adalah upaya menerjemahkan strateg ke dalam langkah-
langkah vang sistematis, sistemik, terukur, terkoordinasi dan berkelanjutan
berdasarkan aspek-aspek permuasalahan lokal. Kebijakan Dinag Tanaman
Pangun, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagal berkut:

I Penyedinan dan pengembangan sarana dan prasarana perianian;
Pemenuhan infrastruktur pertanian;

3. Penangunan areal lahan vang terdampak bencana alam pertanian akibat
perubahan ikiim;

4. Pengendalian dan penanganan organisme penggangeu tanaman (OPT);

Peningkatan layanan perijinan usaha pertanian;

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan penyuluhan pertanian baik
dari  kompetensi SDM  pertanion don kelembagnan  penvuluhan
PreErTanian,

ol

3.4 Strategl Dinas Tanaman Pungan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten
Bogor dalam Mencapal Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025.2029

Strateg merupakan langksh ateu cara untuk mencipai tijuan dan
sasaran pemnbangunan yang telah ditetapkan dengan cara lebih efekuf
dan efisien. Dalam perubahan ini, disamping meneruskan strategi yang
lah  tercantum  dalam  RPJIMD  tahun  2025-2029, juga telah
mengakomodir substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045
pada whapan pertama (Tahun 2025-2029), substans: misl asta  ciba,
Program  Hasil Terbmk Ceput, dan Program atau Sasaran  Prioritas
Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2025.2024.

Dalum rangka pencapaian tujunn din sasardan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikulturd Kabupiten Bogor, maka diperlukan sustu strateg
pembangunian serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi scuan
pelaksanaan program dan kegiatan selamn kurun waktu tahun 2025

e —————
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2029, Tujuen  dacrah  kedua “memngkatnya  produktivitas  ekonomi
dacrah”, dengan sasaran daecrah ying sesual dengan tupoksi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikulturs dan Perkebupan vaitu “meningkatnya
Ketahanan pangan”. Unmk mewujudkan sasaran daerah, diperlukan
strategl dan arah kebyskan dinas dolin mengarabkan program dan
kegialan vang selaras dengan perubahan RPIMD Kabupaten Bogor.
Strategi adelah  langknh  berisikan  program-program  scbagai
prioritas  pembangunan  dacrah/perangkat  dacrah  untuk  mencapai
sasaran, Sedangkun arah kebijokan adalah rumusan Kerangka pikir atiu
kerangka Retja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan
mengantisipasi isu strategis docrah/perangkat dacrah yvang dilaksanakan
secarn bertnhiap scbhagal penjubaran strategs. Seojalan dengan strategi dan
aruh kebyakan dasrah, serta tjuan dan sasaran Dinas Tanarhan Pangsn,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka riumusan strategi
dun arah kebijakan dinas ddalah scbagai berikut -
Strategi 1. Penyediaan sarana dan prasarana peranian, dengan arah
kebijakan :
1) Meningkatkan penyediann dan pengembungun sarana pertanin,
2] Meningkntkan penyedian dan pengembangan prosarani pertaniin.

Strategi 2. Peningkatan pelayanan mutigasi bencana pertanian dan
pelayanan perijinan usaha pertanian, dengan arah kebijakan :
L Meningkatkan penanganin organisme pengganggu tanaman (OPT) dan
penanggulangan bencana alam akibat perubaban iklim;
2} Meningkatkan pelayanan rekomendasi yin usaha pertanian.

Strategi 3. Peningkatan kualitas penyuluhon pertanisn, dengan arah
kebijakmn : Meningkatkan kapasitas dan kempetensi SOM pertanian.

Stritegl dan arsh Kebjjakan pembangunan pertanian yang akan
diluksanakan oleli Dinas Tanaman Pangan, Hortikullura  dan
Perkebunan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.3 terlampir.

h
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor
tahun 20182023 serta adanyva kebijakan pemermitah vang dituangkan dalam
Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodifikasi, dan Nomenkintur Perencanaan Pembangunan dan Reuangan
Dacrah’ memberikan warna baru  dalam  penyvusunan Rencana  Stralegs
(Ronstra) Dinas Tanamian Pangan, Hortikulturs, dan Perlkebunan takiun 2025
2029 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan
kegintan yang diampu, serty adanya penambahan sub-sub kegiatan vang
mengivingl kegintan., Hal ini berkonsekuensi dilakukannva pemetaan vang
mensinergikun  selurub program schelumnya yvang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) maupun Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikuitura, dan Perkebunan
dengan program vang telah ditentukan secari seragam oleh pemerintah untuk
selurul kabupaten/kota se-lndonesia.

Dekurmen renstra merupakan pedoman pelaksansan kegiatan periode
tahun 2025-2029 vang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator
kinerja, lokawi, et capaian kinerjn dan pendanaan, sesum dengan tugas
dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebag
penjabaran dan wrusan pilihan yang berkaitan dengan urusan
pertanian maupun sub urusan vang telah ditetapkan. Selain wu, Rensira
Dinas Tanaman Pangah, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
Tahun 2025-2029 im disusun dengan tetap mempedomani atau teluh sesuai
dengan Keputisan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan
Nomenklistur Perencanaan Pembangunan don Keunngon Daerah, Peraturan
Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomnn Telmis
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Kementerian Dalam Negerd
Nomor 18 Tahun 2020 tentung Persturan Pelaksianaan Peratiran Pemerintah

e ————— S
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Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan
Pemerintah Dacrah. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 im juga telah mempedomani
Rencana Pembangunan Jangka Menengash Daerah (RPIMD) Kabupaten Bogor
Tahun 20252029,

Kondisi perubahan vang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam tahap perencanaan. Oleh kareng
itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Perangkat
Daerahy Tahun 2025-2029 wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut
dimana sesual dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor vang tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun
20252029, Program adalabh instrumen kebijakan vang berisi satu awau lebih
kegatan yvang dilaksanakan olel mstavis) pemerintah atay lembagn untuk
mencapn  sasaran dan tujuan serta memperoleh  dlokasi anggaran  atag
keguatian masyarnkat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.  Dalam
Reristra. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupiaten
Bogor Tahun 2025-2029, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam
program/kegiatan strategis pembangunan dacrab, program prioritas bupat,
program /kegiatan  jokalitas  PD. program/kegiatan linmtas  PFD dan
program/kegatan  kewilayahar. Program/kegatan lokalitas PD  adalah
sekumpulan rencana kerja suatu PD, program lintas PD adalah sekumpulan
rencana kerji beberapa PD, sedanpkan program  kewilayahan dan lintas
wilayah adalah sekumpulan rencania Kerja terpadu antar
kementerian/lembuga dan PD mengenai suatu mtau beberupa wilayvah, daerah,
atau kawasan.

Adapun khusus Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kubupaten Bogor, maka indikator vang harus dicapai harus sesuni denpuan
nyjuan kedus Pemerintah Kabupaten Bogor pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daeroh  (RPIMD)  2025-2029, yaitu “Meningkatnya
Produktivitas Ekonomi Daerah” dun sasaran dacrah yaitu “Meningkatnya
Ketahanan Pangan”. Hal ini merupakan upava Pemerintah Kabupaten Hogor
dalam menciptakan kesejahterann masyarakat terutamo kesejahternan di
bidang ekonomi yang dicapai melafui pertumbuhan ekonom yang stabil dan
berkelanjutan  werta  meningkatkan  kemandirian  yang  berlandaskan
persaingan  sehatl serta memperhatikon  ndlaionilai keadilan, kepentingan

“
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sosial, dan berwawasan hngkungan. Hal ini terkait dengan Tujuan Ketiga
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitt Mempercepat pertumbuhan dan
pemerataan  pembangunan  berbasis  lingkungan dan tala ruang  vang
berkelanjutan melnlui peningkatan koncktivitas wilayah dan penatann daerah
don Tujusn Keempat, vaitu Memmngkatkan produkuvitas den daya swng
ekanomi umiat vang scjdbitera dan adil melalui pemanfontan eknolog digital
dan  kelaborasi dengan pusat-pusal inovasi serta pelaku  pembangunan.
Berdasarkan hal lersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Horikulturs Provinst
Jawa Barat dalam rmancangan kinera tahun 20252029 melaksanakan
progrim dan indikasi kegiatan sebaga berkut ¢
I, PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN,

dengan indikas) kegiatan:

a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;

b. Pengawasan Sebaran  Pupuk, Pestisida, Alsintan  dan  Sarana

Pendukung Pertaninn;
¢. Koordinasi dan Sinkromisasi Pengawasan Peredaran Sarana
Pertanian:

d. Pengowasan Mutu, Penvediaan dan Perediaran Benih Tanaman;
e. Pengelolann Penerbitan Sertifikat Benih:
Pengawnsan Mutu, Penvedinan  dan Peredaran Benih/Bibit

Hortikultura:

£, Pengawasan Mutu, Penvediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman
Pangan;

h. Pengawasan Mutu, Penvediaan dan  Peredaran  Benth/Bibit
Perkebunan;

I Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;

1 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Orgamsme Kewennngan Provinsi;

k. Pembainn Kultivar SDG Hewan;

L Penilainn Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;

m. Pengembangan dun Pelaksanann Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan;

n. Pengembangan  dan  Pelaksunboan  Sistern Manajemen Mutu SDG
Tumbuhan dan Mikroorganisme:
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6. Peningkatan  Ketersediaan  dan Mutu Benth/Bibit Ternak  dan
Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan
Provinsi;

p. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produks: Benih/Bibit Ternak dan
Tansman Pakan Ternak, Bahkan Pakan, serta Pakan RKewenangan
Provinsi;

g Fengembangan don Pelaksanaan Sistermn Manajemen Muiu Benihi/Bibit
Termak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan
Kewenangun Provinsi;

r. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak
dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakun Kewenangan
Provinsi;

s Pengendalian dan Pengawasan Penveduan dan Peredaran  Benih) Bibit
Ternak  dan  Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan
Provinsi;

t. Pengendalinn Penyediann dan  Produksi Benih/Bibit Ternak  dan
Hijauan Pakan Temak;

u. Penjaminan Peredoran Benth/8ibit Termak dun HPT, Bahan Poakan,

Pakan;

Pengnwasan Peredaran dan Sertifikast Benih/Bibil Ternak;

. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor;

Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan  Keamanan Peredaran Obat Hewan;

Penindakan Atas Penyvimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat

Hewan;

z. Penvedinan Bepih/Bibit Termak dan Hyjausan Pakan Ternak yvang
Sumbernya dan Daerah Provins Lain;
. Pengadann Benih /Bibit Ternak vang Sumbernva duri Daerah Provinsi
Lain;
4. Pengadaan Hijauan Poakan Ternak yang Sumbernya dari Dacorahb
Provinsi Lain;
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN,

dengin indikast kegiatan:
i, Penataan Prasarana Pertaninn;

b. Perencanuan  Pengembangan  Prasarana, Kawasan dan  Komoditas

-

-

Periariiom;
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¢. Pengendolian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komodites
Pertanian;

d. Koordinasi. Smkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha
Tanu

e. RKoordinasi, Sinkromizas: danr Pelaksanaan Pengelolaan Jarnngan  Ingas:

di Tingkat Usaha Tani;

Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan,

Pembangunan dan Pemelibaraan Pos Pemeriksaan Keschatan Hewan;

Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanjan;

Pembangunan dan Pemeliharuan Rumah Potong Hewan,

1. Koordinnsi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian
lamnva;

k. Pembangunan. Rehahilitas: dan Pemelharsan Rutm Gedung  UPTD
Pertanian serta Sarana Pendukungnya;

I Pengelolann Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
vang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Dacrah Kabupaten/ Kota dalam |
(Satu) Dacrah Provinsi;

m. Pelestariin dan  Pemanfagtan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan
Rumpun/Galur Ternak:

n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;

4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER, dengan indikast kegintan:
a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah

Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam |
(Satu) Daerah Provinsi;

b Pengendalian Resiko dian Penanggulangan Penyakit Hewnn dan Zoonosis;

¢ Pembebasan Penyakat Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/ Ko
dialam 1 [(Satu) Dasrah Provinsi;

d. Penanggulangan Duaersh Terdampak Wabah Penyvakit Hewan Menular;

¢. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Preduk Hewan
Lintas Dacerah Provinsi;

. Penilaian Risiko Penyvakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;

#. Pengawasan atas  Penerapan  Persyaratan Teknis untuk Pemasukan
dun/atau Pengeluaran Hewan dan Praduk Hewan:

F®m o
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h. Pengawasan dan Pemenksaan Keschatan Hewan dan Produk Hewan di
Perbutasan Lintas Daerah Provinst;

i, Penerapan Persyaratan Tekmis Sentifikas: Zona/Kompartemen Bebas
Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;

). Pemenuhan Persynratun Tekms Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas
Penyakit;

k. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk
Hewan;

. Penguiinn Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Mosyirakit
Veteriner,

m. Sertifikasi Persyaratan Tekms kesehatan Masyarakat Veteriner;

n. Pengelolann Penerbitan Sertifikas) Keamaran Produk Hewan;

o. Pengembangan Kompeétenst Petugas Pemlin Penerapan  Persyaratan
Teknis Kesejahterann Hewan!

p. Pengelolasn  Penerbitan  sertifikat  kesejnhteraan hewan dan Nomar
Konitrol Veteriner (NKV);

g. Penanganan  atas  Pelanggaran  Kesejnhternan Hewan  Sesunj
Kewenangannnyi,

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
PERTANIAN, dengan indikasi kegintan:
a. Pengendalian  dan  Penanpgalangan  Bencana Pertanian Provinsi;

b Pengendalian Organisme  Penggangeu  Tumbuhan  (OPT)  Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

c. Penanganan Dampak Perubahan  [klim (DPl} Tanaman  Pangan,
Hurtikuliura, dian Perkebunan;

d. Pencegahon, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguon  Usaha
Tanaman Pangan, Hormtkulturs, don Perkebunam;

e. Penanggulangan Pasca Bencana Alam  Bidang Tanaman Pangen,
Hortikulitura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan,

5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengnn indikasi kegiatan:
a. Penerbitan  lan Usaha Pertanian  yang  kegiatan Usahanva dilam

Da¢rah Kabupaten /Kota;
Iy, Penyusunan Standar Pelityanan Publik Pemberian 1zin Usaha Pertaniang
¢. Penilainn Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis izin Usaha
Pertanian di Lintas Kabupaten / Kota;
d. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usgha Pertanian;

h.-
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¢. Penerbitan lzin Pembangunan Laboratonnum Keschatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;

f. Fasilitams Pemenuhan Komitmen Penerbitan  lzin Pembangunan
Laborntorium Kesehatan Hewnn dan Kesehatan Masyarakat Veteriners

g Pengawasan Pelaksanaan lzm Laboratorum;

k. Penerbitan lein Usaba Pengecer (Toko, Retail, Sub Distribwitor] Olsat
Hewan;

l. Fasilitas: Pemenuhan Komitmen Penerbitan ltin Usaha Pengecer Obat
Hewan;

I Pengawasan Pelaksanaan lzin usaha pengecer obat hewan;

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengun indikasi kegintun:
i, Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian:

b. Pengembangan Kompetenst Penyuluh Peruanian ASN;
c. Kerja Sama Penpembangan Kompetensi Penyulub Pertanian Swadava
dan Swast;
Perjgembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian:
Diseminasi Informaosi Teknis, Sesial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian;
Pelaksanaan  Penvuluhan  dan  Pemberdayaan Petani;
Pengembangan Kapasitas Kelembagnan Ekonomi  Petuni Berbusis
Kawasan;

h. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani;

L Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani;

J. Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani;

k. Pembentukan dan Penvelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hertikultura Provinsi
Jawa Barat disusun untuk mendukung dan mengakomodir serta bersiner
dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan
Mentort Dalam Negeri Republik Indonesin Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Rlasifikas), hodefikas, dan Nomenklatur Perencansan Pembuangunan din
Keunripan Daerah,

Rencana  Stralegis Dinas  Tanaman  Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada dokumen RPIMD Kabupaten
Bogor Tahun 2025-2029. RPUMID Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan
pedoman dalam menyusun RKPD. Berdasarkan RPJIPD Kabupaten Bogor
tahun 2025-2045 bahwa tahun 2025-2029 dingukan untuk  optimalisesi

" =8 B
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pembanpgunan  dacrah & seluruh dang/urusan pemenninhan  dengan
menckankan  pada terbangunnya  struktur  perekonominn  yvang  kokoh
berinndaskan keunggulan kompotitif. yang didukung oleh SDM  berkualitas
dan berdayva saing, dengan tetup mempertimbangknn pembangunan dacrah
vang berkelanjutan dan reformas: birokrasi yang reiah sesust dengan prinsip
pringip tata kelola pemerintahan vang baik, bersih, berwibawa, dan
bertanggungjawab  sebagaimana perasturan  perundang-undangan  vang
beriaku.

Adapun pnontas pada tahap RPJIPD untuk urusan ketshanan pangan
dan pertanian diprionitaskan untuk mempertahankan Ketahanan  pangaoe;
teroiptanya  kesempatan kerga penuh bagm masvarakat  pertaman.  Dalam
Jangka panjang diharapkan selurub angkatan kerja pertanian mendapatican
pekerjann penuh sehingea pengangguran terbuks maupun terselubung tidak
lag permanen. Faktor kuncd untuk itu adelah meningkatoya  penyerapan
teniagn kerja di pertanian  khususnya subsistem hilir. Sejalan  dengan
kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat juga RPJPD Kabupaten Bogor
2025-2045, wyuan pada Rencana Strategis Dinas  Tanaman Pangan,
Hortikulturs, dun Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaity
“Meningkatnyn produksi pertanian” scloras dengan sasaran doerah di
bidang pertumian, yvaitu “Meningkatnya ketahanan pangan’.

Adapun sasaran Renstra mbhun 2025-2029 adalah “Meningkatnya
produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan™ Indkator
Kirerja Utama (IKU) vang akan menjadi target Kinerja perencanaan tabun
2025-2029 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturs, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut -

1. Indikator Tujuan :
a. Jumiah produksi tanaman pangan, hortikuliura, den perkebunan jron)
4. Indikator Sasaran -
4. Produktuwvitas pertaran per hektar (ton/ ha)
3. Indikator Program :
a, Nilal AKIP perangkat daerah [predikat)
b.  Persentase sarana pertunian vang dapat dipenuhi (%)
¢ Persentase prasarana pertaman yang dapat dipenuhi (Yol
Persentase penanganan Dampak Perubahan lklim terhadap pertanan
(%)

e ——————
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c. Perseniase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelavanan
pertimbangan teknis izin usaha pertanian (%)
f. Persenthse peningkatan kompetensi SDM perlanian (%)

Rencana program, kegintan, dan sub kLegintan prioritas daerah tahun
2025-2029 merupakan  hasil  rangkaian  proses. perencanaan  dengan
mengginakan  pendekatan-pendekatan  perencanaan  baik  teknokratik,
partisipatif, topdown dan bottom-up. Rencana program, kegintan, dan sub
Kegatan tahun mulal 2025-2029 memuat wraian scluruh wrusan pilihan yang
disertil dengan indikator-indikator dan target capman Kinerja vang mengacu
pada RKPD tahun 2025-2029, Selain ity, reiicana program, kegialan, dan sub
ktgiatan disusun dengan mencantumkan rencand pendansan dan sumber
pendanann yang bersumber dart APBD Kabupalen Bogor. Rencana program,
Kegiatan, dan sub kegintan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan
prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2025-2029, Berdasarkan hal tersebut,
Dinas Tanaman Pangan, Horfikuitura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor
dalam rencana stralegis tahun 2025-2029 meloksanakan program  dan
mclikasi kegintan schagai berikur :

1. Program Penyedinan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan

kegiatan :
A, Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub keglatan:
a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Peértanian sesual
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
b. Pendampingan Penggunann Sarana Pendukung Pertanian,
B. Pengelolaan Sumber Dava Genenk (SDUG) Hewan, Tumbuhan, dan
Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
a. Perbanyakan Benih Bersertifikal Tanaman Pangan Berbentuk
Biji /Benih:
b. Penjaminun Kemurmnian dan Kelestanan SDG Hewan/ Tanaman,
. Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman;
d. Pemanfantan SDG Hewan / Tanuman.
2.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian,
dengan kegiatan :
A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan -

e —————
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a. Koordinasi dan Sinkromisasi Prasarana  Pendukung  Pertanian
lainnya;

b. Pengelolann  Lahan Perianian  Pangan  Berkelanjutan /LP2B,
Kawasan Pertaman Pangan  Berkelanjuran/KP2B dan  Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2H:

c. Penyvusunan  Masterplan  Pengembangan Prasarana, Sarana,
Kawasan dan Komoditas Perkebunan;

d. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanitan,

B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub Kegiatian
i, Pembungunun, Rehallitasi dan Pemeliharann Joringan Irigast
Usaha Tani;

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

¢ Pembangunan, Rehabilitusi dan Pemelihurion DAM Parit;

d. Pembangunan Rehabilitesi dan Pemeliharaan Balid Penyuluh di

Kecamntan serta sarana pendukungnya,
¢. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pinty Air;
f. Pembangunan, Rehabilitasi dan  Pemclihaman  Prasarani
Pertiinian Lainnya.
3. Program Pengendalinn dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
dengan kegiatan :
A. Pengendahan i Penanggulangan  Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
b, Penanganan Dampak Perubahan 1klim (DP) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan;
¢, Penanggulangan Pasca Bencana Alom Bidiang Teanamnat Pangen,
Hortikultura din Perkebunan,
4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :
A. Penerbitan lzin Usaha Pertaman yang Kegintan Usahanya Dalam
Diacrah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan ©
. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian lzin Usaba
Pertuntan;
b. Penilman Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis lein
Usaha Portarmom:

%
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¢. Pembinaan dan Pengawasan Pendrapan lan Usaha Pertanian,

5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegintan :
A, Pelaksanaan Penvuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :

it

hl

Peningkrian Kapasitag Kelembagann Penvuluhan Pertanmn di
Kecamatan dan Desa:

Pengembangan RKapasitas Kelembagoann Peiani di Kecameitan
dian Desa;

Penyediann  dan  Pemanfantan  Sarana  dan  Prasarana
Peniyuluhan Pertanian;

Pembentukan dan Penyelengearian Sekolah Lapang Kelompok
Tani Tingkat Kabupaten /Koty

Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertaninn;
Fenguatan Kelembagian penyvuluhan pertanian di Tingkat
Rabupaten/Kota;

Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;

Diseminasi Informasi Teknig, Sosial, Ekonomi dan  Inovasi
Pemtanian,

6. Program Penunjang Urasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
dengan kegiatan :
A. Perencanaan, Pengariggaran, den  Evaluasi Kinerjn  Peranghkat
Diaerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah;
b. Koordinas! dan Penvusunan Dokumen RKA-SKPD;
¢. Koordinasi dan Penyusunan Dokomen Perubahan REA-SKPD;
d. Koordinas: dan Penyusunan DPA-SKPD;
¢, Koordinas: dan Penvusunan Perubahan DPA-SKPD;
I Koordinasi dan  Penyusunan Laporar Capainn  Kinerjn dan

Ikhtisar Realisssi Kinerju SKPD;

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daeral.

B. Administrasi Kevangan Perangkat Dacrah, dengan sub kegiatan
i. Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Pelaksanaan Penatausahasn dan Pengujian /Verifikasi Keusngan

SKPD;

¢. Koordinusi dan Pelaksunaan Akuntansi SKPD:

“
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d. Koordipasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD;
¢. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keusngan
Bulanon / Trnwulanan / Semesteran SKPD:
. Pengelolnan dan Penymapan Buhan Tanggapan Pemeriksaan
g Penvusunan  Pelaporan  duan  Anulisis  Prognosis  Realisasi
Aniggaran.
C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan
sl Kegiatan :
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah pada
SKP).
D. Adminimras Kepeguwaian Perangkat Daerah, dengan sub kegintan |
o, Peningkatan Sarani dan Prasarana Digiplin Pegawai,
b, Pengodaan Pakaiun Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
€. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai:
d. Pendataan dan Pengolahan Administras) Kepegawaion;
e. Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegaws  Berdasarkan Tugas dan
Fungsi;
f. Sosmlisasi Peraturan Perundang-Undangan;
g Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangin
E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Regiatan :
. Penyedioan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan  Bangunan
Kantor;
b. Penyedinan Peralutan dan Perlengkapan Kantor;
¢. Penyedinun Peralatan Rumah Tangga,
d. Penyvediaan Bahan Logistik Kantor,;
e, Peniyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
. Fasilitas: Kunjungan Tamu;
h. Petiyelenggarinn Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
1o Dukungun  Pelaksanann  Sistem  Pemnerintabah  Berbasis
Elektronik pada SKPD.
F. Pengodaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, dengan sub Kegiatan :
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4, Pengadaan Sarana dan Prasarana  Gedung Kantor atau
bangunan lainnya:
b, Pengadann Mehel;
. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas ataon Kendoraan Dinas
Jabatan;
d. Pengadaan Kenduraan Dinas Operasional atau Lapangan,
G. Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah, dengan sub
Kegiatan -
i,  Penyediaan Jasa Komunikiasi, Sumber Dayva Air dan Listrik,
b. Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
H. Pemehbharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, dengan sub kegiaton ;
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendarann Dinos Operasional atau Lapangan,
b, Pemelharaan/Rehahilitasi  Gedung Kantor dan  Bangunan
Lamnya;
¢. Pemcliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  Prasarana  Gedung
Kantor atau Bangunan Lannya.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, review terhadap RPIMD, serta
kebyukan pembangunan nasional maupun Provins: Jawa Barat pada tahun
2025-2029 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dar Keunngan Duerali. Maka pada
tnhun 2025 Dipas Tanamsn Pangan, Hortkultura, dan  Perkebunan
Kabupaten Bogor terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 71 sub kegiatan,
Adapun pagu anggaran yang diajukan sebeésar Rp. 91479 188.457,- vang
terdirt dari program Utama schesar Rp. 41.052.029.715,- dan program
penunjang sebesar Rp. 50.427 158.742 - dengan sumber dana dari APBD
Kabupaten Bopor. Pada tahun 2026, usulan program, kegiatan, dan sub
kegintan terdini atns 6 program, 15 kegiatan, 76 sub kegintan. Adapun usulan
belanja: vang diajukan  schesar Rp. 100.398.621.529,- vang terdir  dari
program utama sehesar Rp. 53.280.531.287,- dan prograni penunjeng scbhesar
RpA7.118.090.242- dengan sumber duna dati APBD Kabupaten Bogor,
Sedangkan pada taliun 2027, usulan program, kegatan, dan sub kegiatan

“
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terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 77 sub kegiotan. Adapun usulan
belanjn yvang dinjukan sebesar Rp. 127.190.503.764,- yang terdin dani
program utama schesar Rp. 79.683.605.812,- dan program penunjang sebesar
Rp. #47.506.897 952, dengan sumber dana dart APHD Kabupaten Bogooo
Selanjuinya pads thhun 2028, usulan program, kegatan, dan sub Kegiatan
terdiri atas & program, 15 kegistan, dan 77 sub kegintan dengan usulan
belanjn yang diajukan sebesar Rp. 135.288.090.875,- vang terdin dari
prograun utama schesar Rp. 85,382,764, 109, dan program penunjang scbesar
Rp. 49.905.326.766,- dengan sumber dani dari APBD Kabupaten Bogor.
Adapun tahun 2029, usulan program, kegiatan, dan sub kegintan terdin atas
6 program, 15 kegiatan, dan 77 sub kegiatan dengan usulan belanjn yang
dinjukan scbesur Rp. 141.422 748231 ,- vang terdini dari program utamas
sebesar Rp. 89.3]11.226.347,- dan program penunjang sebesar Rp.
52.111.521.884,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor,

Rencana program, kegiatan, dan sub kegintan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 didasari
pula pada hasil capaian program, kegiatan, dan sub kegintan yang telah
dilaksanakan Dinas Tanaman  Pangan, Hertikultura  dan Perkebunan
Kabupaten Bogor seluma tahun 2018 2024 Sedangkon rencans program,
kegiutan, sub kegintan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatil Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bogor 2025-2029 ditunjukkan pada Tabel 4.2 terlampir.

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerjn Kunci (IKK)
Dinus Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bogor

Indikator  Kinerja  vang akan dicapal Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025.2029 untuk
mendukung pencapaian pada Tujuan, Sasarnn, dan Arah Kebijolan vang
mgin dicapi paca tehun mendatarg dolam Rencana Pembangunan Janghil
Menengah Dacrah (RPUMD) Kabupaten Bogor. Indikator ini dihitung dari data
dasur atau basehne indikalor tahun 2024 vang telah dicapai Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunin Kabupiaten Bogor. Kinega
proyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturs, dan Perkebunan
yang membidang) pertanian menetapkan kinera tahun 2025-2029 scbhagai
benkut :

m
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I. Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan:
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk
komoditas vang diberikan baritudn ateu vahg diinteivensi,

Bila dibandingkan dengan data swal 2024, indikator kinerjn pelayvanan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dun Perkebunan mengnlamd kenilkan
maupun penurynan dibeberaps indikator. Penurunan target kitterja pelayanan
terlihar pada indikator produktivitas, Penurunan target kinera ini sebagal
dompalk dan rencany provek nasionml pembangunan bendungan Cllursd dan
Cibeet, perbedaan perhitungan luas panen dengan BPS vang menggunakan
Kerangka Sampling Area (KSA), dan penetapan persentase lugs panen padi dart
95% menjadi 85% oleh Dinus Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa
Baral. Adapun BPS schagai badan vang memiliki kewenangan  untuk
mengeluarkan data, BPS menetapkan kebijukan sasaran produksi berdasarkan
tekmk KSA. Oleh karenanys, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan menetapkan sasaran produksi sesum dengan haxil KSA, begitu
puln dengan Dinas Pertanian Lingkup Provinsi Jawa Barat. Namun demikian,
Dinas Tunaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan berupaya untuk
tetap meningkatkan capaian Kinerga pelayanan selama kurun 2025-2026
melalul penmgkatan produktivitas.

Periurunan produktivitas ini ditentukan oleh anomali tkhim atau dampak
pengarih iklim, serangan organisme penggangu  tanaman, teknologi vang
digunakan, benih yang unggul dan bersertifikat. seria pembinasn kelompok
tani secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dinns Tanaman Pangan,
Hortkultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah menyesuaikan indikator
Kinera, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dicapai dinas sebagai
komitmen yang secara langsung mendukung pencapaisn tujuan dan sasaran
ndikator kinego RPIMD ahun 2025.2020 Penyesuainn target indikator ini
dilakukan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam rangicn
pengukuran penyempurnaan kinerja sasaran RPIMD, maka muls tahun 2025
sampal 2029 dilakukan penvesuaian KU dinas  dan targetnya.  Kinerju
penyelenggurann  Dinas  Pertamian,  Hortikultura, dan’  Perkebunan yang
membidang pertanian menetapkan kinerja tahun 2025-2029 ditunjukkan pada
Tabel 4,5 terlampir.

Renstra Dinus Tanaman Pangan, Hortikulture, dan Perkebunan Kab. Bogror Tuhun 2025-2029
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BABV
PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam pérencanaan Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selama lima tahun ke depan,
terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang
urusan pertanian, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.




LAMPIRAN

—— = — —
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KERTAS KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR

URAIAN

PERMASALAHAN

Identifikasi berdasprkan pencapaian
kmerin (IKU, IKK)

Belum oplimalnya produksi dan produlkuvitas pertanian !

Kondisi sarana dan prasarana pertamian belum memadai

Penanganan serangan Organisme Pengganggl Tanaman
(OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian belum
optimal

Masih rendahnya akses pertimbangan teknis perizinan
pelaku usaha pertanian

Terbotasnya kuantitns dan kapasitas SDM pertanian

Identifikasi Derdasarkan hasil
nnalisis KLHS

Identifikasi Isu KLHS Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan
Hidup :

a. Dayn Dukung & Daya Tampung LH: Penurunan daya
dukung pangan dan air,terutama di Kalnipaten Bogor,
menunjukkam bahwa beberapa daerah sudah melampauw
kapasitas lingkungnan yang aman. Daya Dukung Dava
Tampung (DDDT) pabgan dan air lebib dar 30-35%
imenandakan lekanan signifikan pada sumber daya alam),

b. Kerentanan & Adaptasi Perubahan Iklim: Peningkatan
kijadinn bencana seperti tinah longsor, cuaca ekstrem,
dan banjir yang menuniut adaptas: yang lebih batk dan
perungkatan kesadaran masyarakal.

2, Identifikasi lsu KLHS Berdasarkan Konsultnsi Publik :

a, Pilar Sosial ;

Zero hunger salah satunya peningkatan ketahanan pangan

- Parlindungan pamenuhan pangan

b. Pilar Ekonomi :

- Hilirisasi industri berbasis sumberdaya pertanian

- Berkurangnya lahan-lahan potensial pertanian pangan

3. Identifikasi Isu Berdasarkan Perencanaan Strategs yang
Helevan :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIMN]
2025-2029

- Ketahanan pangan : upaya meningkatkan produksi pangan

- Parubahan tklim dan Lingkungan ; Mangatasi dampak
poerubahan iklim melalul implementas! pertanian ramah
Lingkungan seperti partanian organik

b. RPIPD Provinsi lawa Barat tahun 2025-2045

- Menekan tingkat kelaparan dengan mencapai ketahanan
pangan yang baik serta meningkatkan partanian berkelan|utan

c. Rencana Tata Ruang Wilaysh (RTRW) Kabupaten Bogor 2025-
2045

- Rencana pemantaatan ruang skala besar yang mencakup
perencanaan penggunaan [ahan umuk kegiatan permukiman,
industri, pertanian, dan infrastruktur. Pengelolaan ruang yang
tenntegrasi inl bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan
tahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan

ertsman vang berkataniutan
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SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025.2029
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

I8

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / 5UB KEGIATAN

KETERANGAN

Penyediann D
Penpetnbingan Sasana
Pertanian

Terpenthinya Kebutuhan
ERTANE PeriRnun

Pongawasan Penggumanti
Baruns Pertanian

Pengawasan Peagguninn
Bobrena Petidubung Perfunian
senual deagun Komoditm,
Teknolpg dan Spesific Lojam

Penedaom o g Pengsiunsirn
Sarann Peridukung Perenian

Perbunyakan Benih
Bersertifikat Tanaman Pamgan
Berteniuk Biji/Benih (1PT Wi
m

Prrtanyakar Henih

Rernertifiliat Tomamar Pangen
Berbentud Biji/Benih (UPT Wil
XI)

Pendampliygin Perigiqunaan
Saramo Pendulouny Portaniamn
(LT Wil 1

Pendumpingan Penggpimanr
Sarnna Pepdukung Pertanian
[T Wil V1)

Pendampimgon Fenggunsan
Surunm Prndubong, Pertanias
(LT Wil X)

Pengeloluan Sumber Duya
Genetil; [SDG) Hewan
Tumlmihsn dan Mikro
Cirganintno  Keworiargi
Fabupaten fKoth

Pettjiiriinnn Kemuurnian &an
Kalestarian S0 Tanaman
juPT Wil'V)

Penjaminan Kemurmdin din
Kelosturian SOHG Tunaman
(UPT Wil VITI)

Poogasnbuan Kemurnin dan
hKolesminnan S0OG Tanoman
(LIPT Wi LX)

Peninghatan Kualitas SDG
Hewan MTonarmun [UPT Wi 1IN

Peningkatan RKualitas BDG
Hewan /Tanaman (UPT Wil V1

Pessinghatan Kualites SDG
Flewsn fTanamun, [UPT Wil X)

Pemsniiatian ST
Heswan / Tamarman

Penvedinan Din
Penpemilarigan Praacana
Prrtnnion

Terpenuhinya kebutulhin
POIRAT T Pl

Pergge i arigan Prosarans
Perianian

Koperdinum) dan Sinkeonisani
Frasarans Pandubuig
Perrunian llnnya

Preagelolonn Lot Pertartion
Parigan

Berkelnjutan/LPEB,
Kiwasan Prrtamian _
Pangan Borleolanjsten/ RPZE
it Labhun

Cadangatt Pertuniin Patgat
Berkelanjutiun (LCPAA &
Kabupatee /Row

Peayusunan Action. Plan
Pengembanigiin

Prasdimns, Sarans, Kowasan
Pertattian

Ly Kawpnns pertanibivi yang
tererinaihinn

Perigendalian thah
Pemnanfaatan Kawansan
Pertanamn




KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Pembangunan Prasseruoa
Prrtunuan

Pembangunan, Hehabilitem
dan Pemelibaranny

Lm&n Usiihn Tanl

Prrmbangunar, Hehabilissl
das Perneliliarain DAM Parit

Pembangunan, Refudalitem
dan Pemelihamian Pty Alr

Pembmoygunan, Relahilitas)
dan Pemelihnraes Prasaruoa
Pertuninn Ludnfiye

Kehabdlicani dan Pomeliharaan
dlartingan Irjpsi Usaha Tani
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